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Muhammad Apriadi, 23.14.3.028. Impelemnatsi tugas dan fungsi 
badan narkotika nasional kabupaten (bnnk) mandailing natal dalam 
pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan masyarakat menurut 
politik islam. Skripsi 2020. Siyasah (HTN), Fakultas Syari’ah Dan Hukum 
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Pembimbing I Dr. Zulkarnain, MA. 
Pembimbing II Deasy Yunita Siregar, M.Pd. 
Penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu permasalahan 
nasional, angka penyalahgunaan dan perderan narkoba yang terus 
mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.  Salah satu wilayah yang paling 
tinggi peredaran narkoba di Indonesia adalah Kabupaten Mandailing Natal, 
sebab di Kabupaten Mandailing Natal terdapat lahan ganja yang sangat luas 
dan menjadi penyebab tingginya penyalahgunaan dan peredaran narkoba 
khususnya jenis ganja. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan sejumlah 
aturan dan kebijakn terkait pencegahan penyalahgunaan narkoba, namun 
angka prevelensinya semakin meningkat. Skripsi ini bertujuan untuk 
mengetahui implementasi tugas dan fungsi BNNK Mandailing Natal dalam 
pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan masyarakat, faktor 
pendukung dan faktor penghambat yang dialami oleh BNNK serta mengkaji 
pelaksanaan tugas BNNK Mandailing Natal menurut politik Islam. Penelitian 
ini merupakan penelitian empris (empiris yuridis) dengan lokasi penelitian di 
Kab. Mandailing Natal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tugas dan 
fungsi BNNK Mandailing Natal dalam Pencegahan penyalahgunaan narkoba 
dilaksanakan dengan menjalankan program P4GN yang telah disusun 
berdasarkan bidang masing-masing. Fator pendukung dalam 
mengimplementasikan tugas dan fungsi BNNK Madina  anatara lain adanya 
dukungan dari pemerintah daerah, kerjasama dengan berbagai instansi, 
tersedianya anggaran, sarana dan prasana. Sedangkan faktor penghambat 
adalah terbatasnya SDM, dana dan sarana prasarana, sulitnya mendeteksi 
keberadaan penyalahguna dan lahan ganja. Implemtasi tugas dan fungsi 
BNNK Mandailing Natal dalam Pencegahan penyalahgunaan narkoba 
menurut politik Islam sudah sesuai namun belum maksimal dan masih 
memerlukan banyak analisa dan evaluasi khususnya tentang strategi atau 
kebijakan dalam pelaksanaan program P4GN. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Penyalahgunaan narkoba di Indonesia beberapa tahun terakhir ini 
menjadi masalah serius dan telah mencapai keadaan yang memprihatinkan, 
sehingga permasalahan narkoba menjadi masalah nasional. Sebagai salah 
satu negara berkembang, Indonesia menjadi sasaran yang sangat potensial 
sebagai tempat pengedaran narkoba secara ilegal. Penyalahgunaan narkoba 
masih menjadi masalah kronis yang menimpa Indonesia.
1
 
Islam sebagai ajaran sempurna yang salah satu tujuannya 
mendatangkan maslahat dan menolak mafsadat kepada ummat manusia 
tentunya mengatur segala hal yang berkaitan dengan kehidupan manusia, 
terlebih jika hal tersebut dapat memberikan bahaya keada jiwa, akal, harta 
dan agama seperti bahaya yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkoba. 
 Dalam Islam, konsep dasar narkoba mengacu pada ketentuan khamr. 
Alqur‟an menetapkan larangan minum khamr dengan penegasan bahwa 
khamr, judi, berhala dan undian adalah perbuatan keji dan termasuk 
                                               
1
 Bayo Puji Hariyanto, Pencegahan dan pemberantasan Narkoba di Indonesia, 




perbuatan setan yang harus dijauhi. Hal ini ditetapkan Al-qur‟an dalam surat  
al-Maidah ayat 90-91: 
ٞس ّوِيخ َعَىِل  َلَُٰه رِجخ زخ
َ ًَصاُب َوٱۡلخ
َ خَىيخِِسُ َوٱۡلخ ُر َوٱل َىخ َىا ٱۡلخ ٌُٓواْ إِنذ ِيَي َءاَو َها ٱَّلذ يُّ
َ
أ َيَٰٓ
نُِ ووَ  َ  ُِتووُ مََ نذُ هخ ُ  خ ٌَُ ُه ٱمخَ َدََٰوةَ  ٠ٱللذ خَ َِٰي  َ جخ و يُوقَِع ةَيخ
َ
َىا يُرِيُد ٱللذ خَ َُٰي أ إِنذ
ٌَ ُهوَو  ًُ ه وُّ
َ
ةِِۖ َفَهلخ أ نَوَٰ ِ وََعِي ٱلصذ رِ ٱَّللذ
ُكهخ َعي ذِكخ َىيخِِسِ َوَيُصدذ
خ رِ َوٱل َىخ
َضآَء ِِف ٱۡلخ َغخ  َوٱۡلخ
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr. 
berjudi, (berkorban  untuk)  berhala, mengundi  nasib  dengan 
panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka 
jauhilah perbuatun-perbuatan itu agar kamu mendapat 
keberuntungn. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak 
menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu lantaran 
(meminum) khamar dan berjudi itu. Dan menghalangi kamu dari 
mengingat Allah dan sembahyang, maka berhentilah kamu (dari 




Khamr diartikan sebagai sesuatu yang dapat menutupi akal atau 
memabukkan.
3
Orang yang meminurn khamr dampak buruk yang 
ditimbulkannya adalah akal sehatnya terkontaminasi dan terhalang dengan 
khamr sehingga tidak jarang  peminum khamr  normalitas  akal sehatnya  
terganggu  dan mengakibatkan si peminumnya menjadi tidak sadar. Antara 
khmar dan narkoba terdapat illat yang sama yaitu iskar (memabukkan dan 
                                               
2
 Departemen Agama RI, Alqur’an dan Terjemahannya, (Bandung: Diponegoro, 
2015), h.  132. 
3
 Jamluddin Muhammad Ibn al Manzhur al Anshari, Lisan al’Arab, (Libanon: Dar al 




menutup akal) sehingga berdasarkan analogi (qiyas) narkoba disamakan 
dengan khamar. 
Permasalahan penyalahgunaan narkoba merupakan permasalahan 
universal dalam arti setiap negara khususnya Indonesia mengalami masalah 
serupa. Penyalahgunaan narkoba merupakan problematika sosial yang 
sangat memperihatinkan. Fakta dan data telah menunjukkan bagaimana 
narkoba telah merebak kemana-mana tanpa memandang bulu terutama 
generasi muda yang diharapkan sebagai generasi penerus bangsa dalam 
membangun negara dimasa yang akan datang ternyata banyak sekali yang 
terjerumus menyalahgunakan narkoba atau mengedarkan narkoba secara 
gelap. 
Peredaran gelap narkoba di negara kita menjadi hal yang 
mengkhawatirkan. Penyalahgunaan narkoba telah dijadikan bahaya laten 
yang sangat perlu diwaspadai.
4
 
Kepala BNN Komjen Pol Heru Winarko mengatakan berdasarkan 
World Drugs Reports 2018 yang diterbitkan United Nations Office on Drugs 
and Crime (UNODC), menyebutkan sebanyak 275 juta penduduk di dunia 
                                               
4
 Kristiono dkk,Strategi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba  Di Kalangan 








Sementara di Indonesia, BNN selaku focal point di bidang 
Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap 
Narkoba (P4GN) mengantongi angka penyalahgunaan narkoba tahun 2017 
sebanyak 3.376.115 orang pada rentang usia 10-59 tahun.
6
 Sedangkan 
angka penyalahgunaan Narkoba di kalangan pelajar di tahun 2018 mencapai 
angka 2,29 juta orang. Salah satu kelompok masyarakat yang rawan 
terhadap penyalahgunaan narkoba adalah mereka yang berada pada rentang 
usia 15-35 tahun atau generasi milenial.
7
 
Penanggulangan bahaya narkotika dan kelembagaannya di Indonesia 
dimulai tahun 1971 pada saat dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik 
Indonesia (Inpres) Nomor 6 Tahun 1971 kepada Kepala Badan Inteligen 
Nasional (BAKIN) untuk menanggulangi 6 (enam) permasalahan nasional 
                                               
5
 Data BNN. Diakses dari https://bnn.go.id/penggunaan-narkotika-kalangan-remaja-
meningkat/tahun2017-2018. Diakses pada 23 Oktober 2019. 
 
6
 Pusat Penelitian Data dan Informasi BNN RI, Survei Nasional Penyalahguna 
Narkoba di 34 Provinsi  Tahun 2017.  (Jakarta: BNN RI, 2018), h..28. 
 
7
 Data BNN. Diakses dari https://bnn.go.id/penggunaan-narkotika-kalangan-remaja-






Berdasarkan Inpres tersebut, Kepala BAKIN membentuk 
Badan Kordinasi Pelaksana (BAKOLAK) yang salah satu tugas dan fungsinya 
adalah menanggulanagi bahaya narkotika.
9
 
Untuk menghadapi permasalahan narkoba yang terus meningkat, 
Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 
tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang 
Narkotika. Berdasarkan kedua Undang-Undang tersebut, Pemerintah 
(Presiden Abdurahman Wahid) membentuk Badan Koordinasi Narkotika 
Nasional (BKNN), dengan Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1999. 
Dalam perkembangannya, BKNN sebagai badan koordinasi dinilai 
kurang memadai untuk menghadapi ancaman narkoba yang makin 
meningkat. Maka BKNN diganti dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) 
                                               
8
 Enam permasalahan Nasional tersebut adalah pemberantasan uang palsu, 
penanggulangan penyalahgunaan narkoba, penanggulangan penyelundupan, 
penanggulangan kenakalan-kenakalan remaja, penanggulangan subvrsif dan pengawasan 
orang asing. Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 6 Tahun 1971 kepada 
Kepala Badan Inteligen Nasional (BAKIN). 
 
9
 Pada masa itu, permasalahan narkoba di Indonesia masih merupakan 
permasalahan kecil dan Pemerintah Orde Baru terus memandang dan berkeyakinan bahwa 
permasalahan narkoba di Indonesi tidak akan berkembang karena bangsa Indonesia adalah 
bangsa yang ber-Pancasila dan agamis. Pandangan ini ternyata membuat pemerintah dan 
seluruh bangsa Indonesia lengah terhadap ancaman bahaya narkoba, sehingga pada saat 
permasalahan narkoba meledak dengan dibarengi krisis mata uang regional pada 
pertengahan tahun 1997, pemerintah dan bangsa Indonesia tidak siap untuk 
menghadapainya. Badan Narkotika Nasional (BNN), Buku Pedoman Penanggulangan 




berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002. Dengan demikian 
dapat diketahui bahwa BNN pertama kali berdiri di Indonesia pada Tahun 
2002 dan mendapat alokasi anggaran pada Tahun 2003.
10
 
Namun tanpa struktur kelembagaan yang memiliki jalur komando 
yang tegas dan bersifat koordinatif (kesamaan fungsional semata), maka BNN 
dinilai tidak dapat bekerja optimal dan tidak akan mampu menghadapi 
permasalahan narkoba yang terus meningkat dan makin serius. Maka pada 
Tahun 2007 dibentuk Badan narkotika Provinsi (BNP) dan Badan Narkotika 
Kabupaten/kota (BNK) dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 83 
Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Narkotika 
Provinsi (BNP) dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK).
11
 
BNN, BNNP dan BNNK merupakan badan yang memiliki 
kewenangan operasional melalui kewenangan anggota BNN terkait dalam 
satuan tugas, yang mana BNN-BNP-BNKab/Kota merupakan mitra kerja 
pada tingkat nasional,  provinsi dan kabupaten/kota yang masing-masing 
bertanggung jawab kepada Presiden, Gubernur dan Bupati/Wali kota, dan 
                                               
10
 Sejarah berdirinya BNN RI. https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Narkotika_ 







yang masing-masing (BNP dan BNKab/Kota) tidak mempunyai hubungan 
struktural-vertikal dengan BNN.
12
 Dengan adanya struktur kelembagaan yang 
memiliki jalur komando yang tegas dan bersifat koordinatif tersebut BNN 
terus berupaya meningkatkan kinerja bersama-sama dengan Badan Narkotika 
Provinsi (BNP) dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK).
13
 
BNN pertama kali berdiri di Indonesia pada Tahun 2002 berdasarkan 
keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002. Sedangkan Badan Narkotika 
Provinsi (BNP) dan Badan Narkotika Kabupaten/kota (BNK) dibentuk pada 
Tahun  2007 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang 
Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Narkotika Provinsi (BNP) dan 
Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK). 
BNN merupakan lembaga vertikal yang memiliki perwakilan di 
daerah-daerah termasuk BNNK Mandailing Natal. Visi Badan Narkotika 
Kabupaten Mandailing Natal sama dengan yang ditetapkan Badan Narkotika 
Nasional yaitu menjadi perwakilan BNN di Kabupaten Mandailing Natal yang 
profesional yang mampu menyatukan dan menggerakkan seluruh komponen 





 Badan Narkotika Nasional (BNN), Buku Pedoman penanggulangan Narkotika 




Masyarakat, Bangsa dan Negara Indonesia dalam melaksanakan pencegahan 
dan pemberantasan penyalahgunaan  dan  peredaran gelap narkoba. 
Misi yang ditetapkan oleh Badan Narkotika Nasional sebagai upaya 
mewujudkan visi tersebut adalah “Bersama Komponen Masyarakat Instansi 
Pemerintah terkait dan swasta Mandailing Natal melaksanakan, pencegahan, 
pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi, pemberantasan peredaran gelap 
narkoba dan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang akuntabel.
14
 
Tujuan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Mandailing Natal adalah 
sebagai penjabaran atau penetapan dari pernyataan visi dan misi tersebut, 
Badan Narkotika Kabupaten Mandailing Natal menetapkan tujuan adalah 
sebagai berikut “Mengurangi Resiko masyarakat Mandailing Natal dari 
peredaran gelap narkoba yang  tercermin dari besaran angka prevalensi 
narkoba dibawah angka 3%”.15 
Dasar pemberantasan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba 
secara hukum telah diatur dalam undang-undang nomor 5 tahun 1997 
tentang psikotropika dan undang-uandang nomor 35 tahun 2009 tentang 
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narkotika. Ditambah dengan konvensi PBB tentang narkotika dan obat-
obatan yang diratifikasi pada tahun 1971 dan 1988 oleh pemerintah republik 
Indonesia dan aturan lainnya yang terkait seperti peraturan kementrian 
kesehatan dan lain sebaginya. Seharusnya pencegahan penyalahgunaan 
narkoba dan pemberantasannya dapat ditangani dengan baik, setidak 
tidaknya harus berkurang namun kenyataannya lain. Penyalahgunaan 
narkoba justru semakin meningkat bukan hanya peredaran gelapnya yang 
makin meningkat tetapi korban-korbannya pun semakin banyak. Hal ini 
terbukti dengan data yang ada di BNNK Mandailing Natal berdasarkan hasil 
tes urine di beberapa tempat, pada tahun 2018 BNNK melakukan tes urine 
kepada 1008 orang dan 43 orang dinytakan positif menggunakan narkoba, 
pada tahun 2019 BNNK melakukan tes urine  sebanyak 675 dan 50 orang 
dinyatakan positif.
16
 Hal ini juga disampaikan oleh Ramlan bahwa peredaran 




Kepala Badan Narkotika Kab. Mandailing Natal  menyebutkan bahwa 
dalam perdagangan narkotika di dunia, dulu Indonesia hanya menjadi 
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tempat singgah sementara akan tetapi sekarang Indonesia sudah meningkat 
menjadi daerah pemasaran termasuk Sumut (Medan, Aceh, Mandailing Natal 
dan daerah lainnya).
18
Lebih lanjut kepala Badan Narkotika Kabupaten 
Mandailing Natal (AKPB Ramlan, SH. MH) menjelaskan bahwa daerah 
Mandailing Natal merupakan daerah yang sangat rawan dalam peredaran 
dan penyalahgunaan narkoba khusunya ganja.
19
 
Lebih lanjut kepala Badan Narkotika Kabupaten Mandailing Natal 
(AKPB Ramlan, SH. MH) menjelaskan bahwa pada saat ini masyarakat 
Mandailing Natal telah banyak menyalahgunakan narkoba. Dari tahun ke 
tahun kasus penyalahgunaan narkoba terus meningkat bahkan sampai pada 
kalangan pelajar. Untuk itu BNN Kabupaten Mandailing Natal harus lebih 




Melihat fakta penyalahgunaan narkoba di masyarakat Mandailing 
Natal, khususnya permasalahan peredaran ganja dan keberadaan ladang 
ganja yang lokasinya sangat dekat dengan tempat kelahiran penulis, 
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ditambah lagi dengan korban penyalahguna narkoba yang terus meningkat, 
maka penulis merasa tertarik untuk mengkaji dan menelitinya sehingga 
memutuskan mimilih judul yang berkaitan dengan penceghan 
penyalahgunaan narkoba yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan 
Judul: Impelementasi Tugas Dan Fungsi Badan Narkotika Nasional 
Kabupaten (BNNK) Mandailing Natal Dalam Pencegahan 
Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Masyarakat Menurut Politik 
Islam. 
 
B. Identifikasi Dan Pembatasan Masalah 
Lahirnya UU No. 35 tahun 2009 posisi BNN ditingkatkan menjadi 
lembaga pemerintah non kementrian dan diperkuat kewenangannya dengan 
bertanggung jawab langsung kepada Presiden. BNN juga mempunyai 
perwakilan di Provinsi dan Kabupaten atau Kota sebagai lembaga vertikal. 
Kepala BNN dibantu oleh sekretaris utama dan 5 deputi (deputi pencegahan, 
deputi pemberantasan, deputi hukum dan kerjasama, deputi rehabilitasi dan 
deputi pemberdayaan masyarakat). Sehingga dengan demikian akan 





Namun meskipun demikian, kenyataan menunjukkan bahwa 
penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Mandailing Natal terus meningkat. 
Berdasarkan penjelasan Kepela BNN Kabupaten Mandailing Natal bahwa 
dalam tahun 2017 sampai tahun 2019 BNNK telah berhasil memusnahkan 
ladang ganja seluas 29,5 Ha dengan jumlah 295.000 batang, dengan rincian 
tahun 2017 5.5 Ha, tahun 2018 9 Ha dan tahun 2019 15 H.
21
 Data ini 
menunjukkan bahwa keberadaan ladang ganja di Kabupaten Mandailing 
Natal merupakan sumber utama penyebab meningkatnya penyalahgunaan 
narkoba khusunya jenis ganja. Lebih lanjut kepala BNNK Mandailing Natal 
menyebutkan bahwa penyalahgunaan narkoba jenis lain seperti sabu juga 
banyak di Kabupaten Mandailing Natal. Pada tahun 2017 sampai tahun 2018 
BNNK telah menangkap lebih dari 200 korban penyalahgunaan 
narkoba.
22
Maka untuk itu sangatlah penting untuk melakukan penelitian ini 
dari persfektif politik Islam, untuk mengkaji kewenangan, kebijakan serta 
strategi yang dilakukan BNN Kabupaten Mandailing Natal dalam pencegahan 
penyalahgunaan narkoba. 
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Dalam kajian politik Islam dikenal istilah siyasah syar’iyah yang 
merupakan pengaturan kebijakan politik untuk kepentingan ummat manusia 
pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, 
peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan 
ajaran Islam guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan 
menghindarkannya dari berbagai kemudaratan yang mungkin timbul dalam 
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang secara substansi 
dapat disimpulkan bahwa segala aturan dan kebijakan politik haruslah 
bertujuan kemaslahatan. 
ِ ُ وُى ِ ىِ َ ىُ  ْل َ  َاُ ى اْلِ َ  ِاىَ َ  ىَ  ْل  َ ى الِّس




Senada dengan pernyataan di atas, kaidah fiqhiyah fil al-siyasah juga 
menetapkan bahwa segala kebijakan dan program pemimpin harus 
membawa kemaslahatan kepada rakyat. Kaidah tersebut adalah: 
م اِأْلِا َت ِا م َت َت م الَّر  ِا َّر ِام َت ُنُف ِأْل ٌطم ِا اِأْل َت ِأْل َت َت ِام  َت َتلُّر ُف
24 
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Artinya: kebijakan atau tindakan pemimpin terhadap rakyatnya harus 
membawa kepada  kemaslahatan 
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa siyasah syar’iyyah yaitu 
ketentuan kebijaksanaan pengurusan masalah kenegaraan yang berdasarkan 
syariat. Abdul Wahab Khallaf merumuskan siyasah syar’iyyah merupakan 
pengelolaan masalah-masalah umum bagi pemerintahan Islam yang 
menjammin terciptanya kemaslahatan dan terhindarnya kemudharatan dari 
masyarakat Islam, dengan tidak bertentangan dengan keputusan syariat Islam 
dan prinsip-prinsipnya yang umum.
25
 
Yang dimaksudkan dengan masalah umum dalam kajian politik Islam 
adalah segala hal yang membutuhkan pengaturan dalam kehidupan, baik 
dibidang perundang-undangan, keuangan, peradilan, eksekutif, masalah 
dalam negeri maupun hubungan internasional hingga kepada masalah yang 
mengancam dan membahayakan eksistensi kehidupan manusia seperti 
permasalahan narkoba. Tidak dapat dipungkuri bahwa narkoba merupakan 
bahaya dan ancaman bagi masyarakat dan ketahanan nasional. Bahkan 
Perseiden Joko Widodo telah mengumumkan Indonesia darurat narkoba. 
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Dengan demikian segala kebijakan, strategi dan pengaturan tentang 
pemberantasan dan pencegahan narkoba perlu dilakukan sesuai dengan 
prinsip Islam terlebih penduduk Indonesia mayoritas adalah pemeluk agama 
Islam. 
Para ahli siyasah telah menetapkan hakikat siyasah syar’iyyah, yaitu: 
1. Siyasah syar‟iyyah berhubungan dengan pengurusan dan pengaturan 
kehidupan manusia. 
2. Pengurusan dan pengaturan ini dilakukan oleh pemegang kekuasaan 
(ulul amri). 
3. Tujuan pengaturan tersebut adalah untuk menciptakan kemaslahatan 
dan menolak kemudharatan (jalb al-mashalih wa daf’ al-mafasid). 
4. Pengaturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan roh atau 
semangat syariat Islam yang universal. 
Jika diringkas, maka suatu kebijaksanaan politik dalam sebuah negara 
dapat menjadi siyasah syar’iyyah bila sesuai dengan prinsip-prinsip syariat 
Islam dan menghargai hak-hak manusia yang paling asasi.
26
 Dengan 
demikian, kaitannya dengan pencegahan penyalahgunaan narkoba, 
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pemerintah melalui BNN sebagi perpanjangan tangannya harus melakukan 
pengaturan hukum, kebijakan politik serta strategi pencegahan yang sesuai 
dengan perinsip Islam. 
Dari latar belakang di atas terdapat beberapa hal yang dapat dijadikan 
sebagi pijakan dan fokus penelitian yang akan dilakukan, yaitu: 
1. Kedudukan BNN Kabupaten Mandailing Natal dalam sisitem tata 
negara Indonesia 
2. Strategi BNN Kabupaten Mandailing Natal dalam Melakukan 
Pencegahan Penyalahgunaan narkoba 
3. Faktor pendudukung dan penghambat yang dialami BNN Kabupaten 
Mandailing Natal dalam melakukan pencegahan penyalahgunaan 
narkoba 
4. Dampak yang timbul dari implementasi tugas dan fungsi BNNK 
dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba bagi masyarakat. 
5. Tugas dan fungsi serta strategi yang dilakukan BNN Kabupaten 
Mandailing Natal dalam melakukan pencegahan penyalahgunaan 





C. Rumusan Masalah  
1. Bagaimana implementasi tugas dan fungsi Badan Narkotika Nasional 
Kabupaten (BNNK) Mandailing Natal dalam Pencegahan 
penyalahgunaan narkoba di kalangan Masyarakat? 
2. Apa faktor pendukung dan faktor penghambat yang dialami Badan 
Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Mandailing Natal dalam 
menjalankan tugas dan fungsinya dalam Pencegahan Narkoba di 
kalangan masyarakat? 
3. Bagaimana implemtasi tugas dan fungsi Badan Narkotika Nasional 
Kabupaten (BNNK) Mandailing Natal dalam Pencegahan 
penyalahgunaan narkotika di kalangan masyarakat menurut Politik 
Islam? 
D. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui implementasi tugas dan fungsi Badan Narkotika 
Nasional Kabupaten (BNNK) Mandailing Natal dalam pencegahan 
penyalahgunaan narkoba di kalangan masyarakat. 
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat yang 




Natal dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam pencegahan 
narkoba di kalangan masyarakat. 
3. Untuk mengetahui implemtasi tugas dan fungsi Badan Narkotika 
Nasional Kabupaten (BNNK) Mandailing Natal dalam pencegahan 
penyalahgunaan narko di kalangan masyarakat menurut politik Islam. 
E. Manfaat Penelitian 
1. Secara teoritis penelitian ini bermanfaat sebagai sumbangsih khazanah 
ilmu pengetahuan dalam hal penanganan kasus penyalahgunaan 
narkotika dan psikotropoka khususnya bagi praktisi dan BNN 
Kabupaten Mandailing Natal. Peneliian ini juga diharapkan dapat 
memberikan input yang positif bagi Badan Narkotika Nasional 
Kabupaten Mandailing Natal dalam menangani penyalahgunaan 
narkoba dan psikotropika. 
2. Secara praktis penelitian ini berguna untuk memenuhi syarat dalam 
memperoleh gelar sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri 








F. Batasan Istilah 
1. Narkotika 
Secara etimologi narkotika berasala dari bahasa inggiris yaitu narcotics 
yang berarti obat bius, yang artinya sama dengan narcosis dalam bahasa 
Yunani yang berarti menidurkan atau membiuskan. Sedangkan dalam kamus 




Secara terminologis narkotika adalah obat yang dapat menenangkan 
syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa ngantuk atau 
merangsang.
28
Wiliam Benton sebagaiaman dikutip oleh Mardani menjelaskan 
dalam bukunya narkotika adalah istilah umum untuk semua jenis zat yang 
melemahkan atau pembiusan atau mengurangi rasa sakit. Soedjono dalam 
patologi social merumuskan defenisi narkotika sebagai bahan-bahan yang 
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Menurut Korp Reserce narkoba mengatakan bahwa narkotika adalah 
zat yang dapat menimbulkan perubahan perasaan, susunan pengamatan atau 
penglihatan karena zat tersebut mempengaruhi susunan saraf.
30
 
Menurut UU No 35 tahun 2009 tentang narkotika pasal 1 ayat 1 
menyebutkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari 
tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat 
menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, 
mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan 
ketergantungan yang dibedakan dalam golongan-golongan. (Undang-Undang 
No 35 tahun 2009 tentang narkotika). 
Lebih lanjut dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang 
narkotika dijelaskan ada tiga jenis golongan narkotika, yaitu: 
a. Narkotika Golongan I adalah narkotika golongan satu hanya dapat 
digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak 
digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi 
mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Heroin, Kokain, Daun 
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Kokain, Opium, Ganja, Jicing, Katinon, MDMDA atau Ecstasy, dan 
lebih dari 65 macam jenis lainnya.  
b. Narkotika Golongan II adalah narkotika golongan dua, berkhasiat 
untuk pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat 
digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan pengembangan ilmu 
pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan 
ketergantungan. Contoh: Morfin, Petidin, Fentanil, Metadon dan lain-
lain. 
c.  Narkotika golongan III adalah narkotika golongan tiga, narkotika yang 
memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat dan berkhasiat untuk 
pengobatan dan penelitian.  Golongan 3 narkotika ini banyak 
digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan pengembangan ilmu 
pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan 
ketergantungan. Contoh: Codein, Buprenorfin, Etilmorfina, Kodeina, 
Nikokodina, Polkodina, Propiram, dan ada 13 (tiga belas) macam 
termasuk beberapa campuran lainnya. 
Dalam Islam secara etimologi, narkotika diterjemahkan dalam bahasa 




yuhaddiru takhdir atau muhaddirat yang berarti hilang rasa, bingung, 
membius, tidak sadar
31
, menutup, gelap dan mabuk.
32
 Azat Husain 
menjelaskan bahwa narkotika secara terminologi:  
َر ُتىَ َ  َفَ  ى ْلالَف ْلُ ىِ َ  هَّن َىِىَ ىُ  ُّلىاَى ِمىَ ىَت ْلثِ َفْلَ ىَ َ  ىآ َاْلُ َ  ِّس دهَّنِةى َفتَفَ تهَّنٌبىَ َ  ىتَفَن ُ ِِلَ ىَى َاَكىاِ ْلِجلْل
َ ِ َ  ى َ ُ ىَ  ُى َاْلَوِضَ َ ٌ ىََ  ْل مهَّن َنى اهَّنِِتْلىََتْل َِمَ  ى ْلاَ وِ َِنْيْل َىُبىَ َتُكوْلُنىَ  َدةْلى ا ِّس ىَتَك ُدىَتذْل  ْلاَ  ْلِ ىَحَّتهَّن
ىَ اْلَك تَىُِ  َفوْلَنىَ اْلى ْلىَ   ْلَ ِ  ْل ِى َ ىَ ْلِلََورِ ِّسَ ىَ اْلٌكوْلَ  ِ ْيِّس َ ى33َ رِّسِ ْيْل
 
Artinya: Nakotika adalah segala zat yang apabila dikonsumsi akan merusak 
fisik dan akal, bahkan terkadang membuat orang menjadi gila atau 
mabuk, hal tersebut dilarang oleh undang-undang positif yang 
populer seperti ganja, opium, morpin, heroin, kokain dan kat. 
ىِجَ ِ ى ِنَفهَّنَ  ى ِ ىِم ْل َلٌثىِمَ ى ْلخلَ ْل ِ ىَ ِىَ ىَ خْل ِ نهَّنى ْلَ ِ  ْلَ َ ىَح اٌّىُُيْلَ ُمِتَن ىَ َِلَ ىَ َ  ىُُيَ ُّلىَ  ِرٌبى ْلخلَ ْل
ى َ ىَذِاَكىِمَ ى ْلاَفَل ِدىَ َنَفهَّنَ  ىَتُ  ُّلىَ  ْل ِ َفْلٌ ىِفْلىََتَنهَّنُثىَ ِد َ َثِ ىَ َغ َفْل ىَ  ُلُ ى َا ْلَ َ ىَ اْلَ َز َجىَحَّتهَّن تَففْل
ُ ِاى َى ىَم ْلن ًاىىِذ ْل ِلِ ىَافْل  ًاىَ  ْل ِ ىَ اْلُ كْل ُاُوىِمَ ى ْلخلَ ْل ىَ َ ِةىَ ِىَ ىَد ِخَ ٌ ىِ  ْلَ  ىَح هَّنَمُوى اُىَ َرُاوْل  34َ  ْل
Artinya: sesungguhnya ganja itu haram, diberikan had/sanksi terhadap orang 
yang menggunakannya sebagaimana diberikan had bagi peminum 
khamar, ditinjau dari zatnya yang dapat merusak otak, sehingga 
pengaruhnya bisa menjadikan lelaki seperti benci dan pengaruh jelek 
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lainnya. Ganja dapat menyebabkan seseorang berpaling dari 
mengingat Allah dan menunaikan shalat. Dan ia termasuk kategori 
khamar  yang secara lafadz dan makna telah diharamkan Allah dan 
Rasulnya. 
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa meskipun istilah 
narkotika belum dikenal pada zaman Rasul, namun narkotika bisa disamakan 
dengan khamar, sebab antara khamar dan narkotika sama-sama 
menyebabkan tertutupnya atau hilang akal orang yang mengkonsumsinya, 
bahkan narkotika lebih berbahaya, sehingga status hukum narkotika 
disamakan dengan status hukum kamar. 
2. BNN Kabupaten Mandailing Natal 
BNN merupakan lembaga vertikal yang memiliki perwakilan di 
daerah-daerah termasuk BNNK Mandailing Natal. Visi Badan Narkotika 
Nasional Kabupaten Mandailing Natal sama dengan yang ditetapkan Badan 
Narkotika Nasional yaitu menjadi perwakilan BNN di Kabupaten Mandailing 
Natal yang profesional yang mampu menyatukan dan  menggerakkan seluruh 








Tujuan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Mandailing Natal adalah 
sebagai penjabaran atau penetapan dari pernyataan visi dan misi tersebut, 
Badan Narkotika Nasional Kabupaten Mandailing Natal menetapkan tujuan 
adalah sebagai berikut “Mengurangi Resiko masyarakat sumatera utara dari 
peredaran gelap narkoba yang  tercermin dari besaran angka prevalensi 
narkoba dibawah angka 3%.
36
 
3. Politik Islam 
Politik Islam merupakan terjemahan dari kata siyasah Syar‟iyah. Kata 
siyasah  secara etimologis merupakan bentuk masdar dari sasa, yasusu yang 
artinya mengatur, mengurus, mengemudikan, memimpin dan 
memerintah.
37
Di samping arti tersebut kata siyasah juga berarti politik dan 
penetapan suatu bentuk kebijakan. Kata sasa bersinonim dengan kata 
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dabbara (mengatur), to lead (memimpin), to govern (memerintah), dan policy 
of government (kebijakan pemerintah).
38
 
Secara terminologis mengenai definisi siyasah banyak perbedaan 
pendapat menurut para yuris Islam di antaranya :  
Menurut Ibnu Mansur siyasah berarti mengatur sesuatu dengan cara 
membawa kepada kemaslahatan. Sedangkan menurut Abdul Wahhab Khalaf 
siyasah adalah undang-undang yang dibuat untuk memelihara ketertiban dan 
kemaslahatan serta untuk mengatur berbagai hal. Adapun menurut 
Abdurrahman, siyasah adalah hukum dan kebijakan yang mengatur berbagai 
urusan ummat atau masyarakat dalam hal pemerintahan hukum dan 
peradilan, lembaga pelaksanaan, administrasi dan hubungan luar dengan 
negara lain. 
Dari ketiga definisi di atas dapat kita simpulkan bahwa fikih siyasah 
adalah suatu konsep yang berguna untuk mengatur hukum ketatanegaraan 
dalam bangsa dan negara yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan 
mencegah kemudharatan. 
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Adapun yang di maksud dengan siyasah syar’iyah ialah nama bagi 
hukum yang digunakan untuk mengatur alat perlengkapan negara dan 
urusan masyarakat yang sejalan dengan jiwa dan prinsip dasar syariat yang 
universal guna merealisasikan cita-cita kemasyarakatan meskipun hal tersebut 
tidak dijelaskan oleh nash secara terperinci baik dari al-Quran maupun as-
Sunnah.  
Menurut Ibnu Aqil (ahli fikih di Baghdad) siyasah syar’iyah adalah 
suatu tindakan yang secara praktis membawa kepada kemaslahatan dan 
terhindar dari kerusakan meskipun Rasulullah sendiri tidak menetapkannya 
dan wahyu mengenai hal itu tidak ada. Adapun menurut Muhammad Syarif 
menjelaskan pengertian fikih siyasah syar’iyah adalah setiap perbuatan yang 
sesuai dengan maqasiduh as-syariah al-ammah.
39
 
Pengertian di atas mengindikasikan bahwa antara pengertian fikih 
siyasah dengan siyasah syar`iyah terdapat perbedaan. Meskipun dari 
redaksional pengertian tersebut berbeda akan tetapi esensi dari redaksi 
tersebut adalah sama yaitu mencapai kemaslahatan dan menghindari 
kerusakan. Akan tetapi yang paling urgen dalam hal ini adalah di mana letak 
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perbedaan tersebut? Apabila kita amati perbedaan antara fikih siyasah dan 
siyasah syar`iyah adalah dari segi pembentukan dan tujuannya.  
Sumber utama dari fikih siyasah adalah manusia dan lingkungannya. 
Peraturan yang bersumber dari lingkungan manusia sendiri meliputi 
pandangan para ahli, hukum adat, pengalaman manusia, dan warisan 
budaya, yang mempunyai tujuan untuk mencapai kebahagian dunia 
semata. Bila difahami definisi syar‟iyah di atas maka sangat jelas, bahwa 
sumber primer dari siyasah syar’iyah adalah al-Qur‟an, as-Sunnah, manusia 
dan lingkungannya. Karena siyasah syar‟iyah mengajarkan pada semua 
manusia untuk mencapai kemaslahatan baik dunia dan akhirat dengan 
berpegangan pada al-Quran dan as-Sunnah (sumber vertical) serta manusia 
dan lingkungannya sebagai sumber horizontal.
40
 
Fikih siyasah yang tidak lain merupakan bagian dari siyasah syar‟iyah 
yang berlandaskan al-Quran dan al-hadist, memiliki kedudukan yang sangat 
besar dan berperan aktif dalam sistematika hukum Islam. Karena fikih siyasah 
tidak lain memiliki ciri khas yakni sangat memperhatikan segi kemanusiaan 
seseorang, baik mengenai diri, jiwa, akal maupun akidahnya, atau selaku 
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perorangan ataupun sebagai anggota masyarakat baik berbangsa dan 
bernegara serta tujuan utama yang tidak jauh berbeda dengan hukum Islam 




Beberapa ahli kenegaraan Islam membagi ruang lingkup fikih siyasah 
atas beberapa bagian: 
a. Imam al-Mawardi, ahli fikih Madzhab Syafi‟i dan negarawan pada 
masa Dinasti Abbasiyah, dalam bukunya al-Ahkam al-Sulthaniyah 
mengatakan bahwasanya ruang lingkup fikih siyasah mencakup lima 
bagian, yakni politik perundang–undangan (siyasah dusturiyah), politik 
moneter (siyasah maliyah), politik peradilan (siyasah qadla‟iyah), 
politik peperangan (siyasah harbiyah), dan politik administrsasi 
(siyasah idariyah).  
b. Sementara Ibnu Taimiyyah dalam bukunya asy-syiyasah al-Syar’iyyah 
fi Aislah al-Ra’i Wa al-Ra’iyyah membagi fikih siyasah atas tiga 
bagian, yakni politik administrasi, politik moneter, dan politik luar 
negeri. 
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c. Hasbi Ash-Siddieqy, ahli hukum Indonesia membaginya atas delapan 
hukum, yaitu politik perundang-undangan, penetapan syariah atau 




G. Metodologi Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Dilihat dari jenisnya penelitian ini merupakan penelitian lapangan (Field 
reseach). Data dalam penelitian ini akan diuraikan dengan cara deskriptif.  
Yaitu  menggambarkan hasil penelitian tentang implementasi tugas dan fungsi 
BNNK Mandailing Natal dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba di 
wilayah Kabupaten Mandailing Natal. 
Sedangkan dilihat dari model penyajian data maka penelitian ini 
merupakan penelitian deskriptif. Vallerin J.K menjelaskan penelitian deskriptif 
merupakan suatu cara melakukan pengamatan dimana indikator-indikator 
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Sementara Djalaludin Rakhmat menyatakan bahwa penelitian deskriptif 
ditujukan untuk mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang melukiskan 
gejala yang ada, mengidentifikasi masalah atau memeriksa kondisi atau 
praktek yang berlaku serta membuat perbandingan atau evaluasi.
44
 
Pendekatan desktiptif merupakan prosedur pemecahan masalah yang 
diselidiki dengan menggabarkan keadaan objek yang diteliti dengan 
sebenarnya. 
2. Lokasi Penelitian  
Penelitian ini dilakukan di BNN Kabupaten Mandailing Natal yang 
beralamat di jalan lintas Medan Padang, Panyabungan Mandailing Natal 
dengan pertimbangan bahwa Kabupaten Mandailing Natal merupakan salah 
satu daerah yang rawan narkoba dan banyak terdapat lahan ganja (khusunya 
di kawasan tor Sihite dan sekitarnya). 
3. Sumber Data 
Sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terbagi dua yaitu : 
1. Sumber data Primer 
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Jenis data primer adalah data yang pokok yang berkaitan dan 
diperoleh secara langsung dari objek penelitian. Sedangkan sumber data 
primer adalah sumber data yang memberikan data penelitian secara 
langsung.
45
 Sumber data primer dalam penelitian ini adalah peraturan 
tentang kewenangan dan satuan tugas BNN seperti peraturan perundang-
undangan tentang narkoba yaitu, UU No 35 tahun 2009, peraturan Presiden 
No 23 tentang BNN, peraturan Kepala BNN No 4 Tahun 2010 tentang 
Organisasi dan tata kerja BNNP dan BNNK, peraturan Bupati Mandailing 
Natal No 65 Tahun 2016 tentang satuan tugas pemberantasan, pencegahan 
dan peredaran gelap narkotika di Kabupaten Mandailing Natal, intruksi 
Presiden No 6 Tahun 2018 tentang rencana aksi pencegahan dan 
pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. 
Selanjutnya data primer juga diperoleh dari hasil wawancara dengan 
BNNK Mandailing Natal terkait pelaksanaan kewenangan dan satuan tugas 
dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba. Dalam hal ini peneliti akan 
melakukan wawanca dengan Kepala BNNK Mandailing Natal AKBP Ramlan, 
SH, MH, Kasubag Umum Anisahnur, S.E, K.a Seksi Pencegahan Armen, 
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S.Pd, Kepala Seksi Pemberantasan Kompol Agus Darmanto, S.E, Kepala 
Seksi Rehabilitasi Syamsul Arifin, S.E, Kabid Perencanaan Program dan 
Aggaran Suherman, S.sos. 
2. Sumber Data Sekunder 
Jenis data sekunder adalah jenis data yang dapat dijadikan sebagai 
pendukung data pokok, atau dapat pula didefinisikan sebagai sumber yang 




Sumber data sekunder dalam penelitian ini diambil dari buku-buku 
yang membahas tentang teori komunikasi dan narkoba. 
4. Teknik Pengumpulan Data 
Untuk mengetahui data dan informasi yang dibutuhkan dalam 
penelitian ini penulis akan menggunakan alat pengumpulan data sebagai 
berikut: 
a. Wawancara 
Wawancara atau  interview adalah suatu metode penelitian untuk 
tujuan suatu tugas tertentu, mencoba mendapatkan keterangan atau 
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pendirian secara lisan dari seorang informan, dengan bercakap-cakap 
berhadapan muka dengan orang tersebut.
47
 
Penulis menggunakan metode wawancara dalam mengumpulkan data 
dimaksudkan untuk memproleh data secara lisan dan langsung dari informan 
yang sudah dijelaskan di atas. Adapaun daftar quistionernya sebagai berikut: 
1. Sejak kapan ada Badan Narkotika Nasional  Kab. Mandailing 
Natal? 
2. Apa visi, misi,  fungsi dan tujuan BNNK Mandailing Natal? 
3. Bagaimana kewenangan BNNK Mandailing Natal dalam 
memberantas penyalahgunaan narkoba? 
4. Apa saja aturan yang ada terkait keweangan BNNK Mandailing 
Natal dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba? 
5. Bagaimana peredaran narkoba di Mandailing Natal, apa jenis 
narkoba yang paling banyak beredar atau digunakan? 
6. Bagaimana kondisi peredaran dan penyalahgunaan narkoba di 
Kabupaten Mandailing Natal dalam 3 tahun terakhir, apakah 
meningkat atau menurun? 
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7. Bagaimana kondisi jumlah korban penyalahguna  di Kabupsten 
Mandailing Natal jika dibandingkan dengan kabupsten lainnya, 
apakah Kabupaten Mandailing Natal paling tinggi ? 
8. Kalangan apa yang paling banyak menyalahgunaakan narkoba di 
Kab. Mandailing Natal, apakah pelajar, pekerja, remaja atau orang 
tua. Mohon dijelaskan apa faktor penyebabnya 
9. Wilayah mana di Kab. Mandailing Natal yang paling rawan 
penyalahgunaan dan peredaran narkoba? 
10. Bagaimana strategi BNNK Mandailing Natal dalam memberantas 
penyalahgunaan narkoba? 
11. Apa saja program yang dilakukan oleh BNNK Mandailing Natal 
dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba di kab. 
Mandailing Natal? 
12. Bagaimana pendekatan yang digunakan oleh BNNK Mandailing 
Natal dalam memberantas penyalahgunaan narkoba di Kabupaten 
Mandailing Natal? (misalnya pendekatan hukum, sosial, startegi 




13. Siapa saja pihak yang dilibatkan oleh BNNK Kab. Mandailing 
Natal dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan 
narkoba? 
14. Adakah kerjasama BNNK Mandailing Natal dengan instansi atau 
lembaga keagamaan dalam memberantas penyalahgunaan 
narkoba? 
15.  Berdasarkan pengalaman bapak atau ibu bagaimana 
implementasi kewenangan BNNK Mandailing Natal dalam 
pemebrantasan penyalahgunaan narkoba yang sudah dilakukan? 
(apakah sudah efektif atau tidak), dan mohon dijelaskan hasilnya! 
16. Apa faktor pendukung BNNK Mandailing Natal dalam 
pemberantasan penyalahgunaan narkoba? 
17. Apa faktor penghambat BNNK Mandailing Natal dalam 
pemberantasan penyalahgunaan narkoba? 
18. Bagimana dukungan pemerintah daerah Mandailing Natal dalam 
hal pemeberantasan penyalahgunaan narkoba?  
19. Adakah aturan yang diterbitkan pemerintah Kabupaten Mandailing 




b. Studi Dokumen 
Teknik pengumpulan  data dengan studi dokumen adalah pengambilan 
data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.
48
Studi dokmen 
dimaksudkan mencari data mengenai hal-hal atau variable dengan 
melakukan teknik pengumpulan data dan menginvestasi dokumen-dokumen 
yang relevan serta memiliki keterkaitan  dengan permasalahan yang diteliti 
oleh peneliti. Dalam hal ini peneliti mendatangi langsung BNNK Mandailing 
Natal untuk memproleh dokumen yang terkait dengan kebutuhan penelitian. 
5. Teknik  Analisis Data 
Dalam penelitian ilmiah peniliti dituntut untuk mampu memberikan 
analisis yang tajam dan tepat dalam penelitiannya, dimana salah satu kunci 
keberhasilannya adalah ketetapan dalam menentukan unit analisis yang akan 
digunakan dalam memahami fenomena sosial yang terjadi. 
Dalam penelitian ini akan diuraikan implementasi tugas dan fungsi 
BNNK Mandailing Natal dalam memberantas penyalahgunaan narkoba serta 
program, kebijakan dan strategi yang digunakan memberantas 
penyalahgunaan narkoba. 
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Miles dan Huberman, seperti di kutip Lexy J. Moleong, mengemukakan 
bahwa akitifitas dalam analisis data dilakukan secara interaktif dan 
berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah 




a. Reduksi Data ( Data Reduction) 
Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu 
perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, 
memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari 
tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan 
memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk 
pengumpulan data selanjutnya. 
b. Kesimpulan dan Verifikasi (Conclusion Drawing atau Verificatoni) 
Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan 
kesimpulan. Kesimpulan awal masih bersifat sementara, dan akan berubah 
bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap 
pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan 
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pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat 
peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang 
dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. 
Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin 
dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi 
mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahan masalah dan 
rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan 
berkembang setelah peneliti berada di lapangan. 
Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan 
baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan bisa berupa deskripsi 
atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau 
gelaap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal 
atau interaktif, hipotesis atau teori. Data display yang dikemukakan pada 
gambar telah didukung oleh data-data yang mantap, maka dapat dijadikan 
kesimpulan yang kredibel. 
H. Sistematika Pembahasan 
Untuk memudahkan dan memfokuskan peneliti dalam melakukan 




Bab I merupakan bagian pendahuluan yang menguraiakan latar 
belakang masalah, rumusan masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, 
manfaat penelitian, batasan istilah, metodoogi Penelitian dan sistematika 
pembahasan. Sehingga dalam bagian ini jelaslah tergambar masalah yang 
akan diteliti.  
Bab II berisi kajian teoritis yang menguraikan tentang beberapa bagian. 
Bagian pertama tentang narkoba yang akan dibahas mulai dari defenisi, 
jenis-jenisnya, dampak narkotika dalam kehidupan, sanksi hukum bagi 
penyalahgunaan dan pengedar narkotika. Bagian kedua membahas tentang 
pemberantasan penyalahgunaan narkoba dan kelembagaanya di indonesia. 
Pada bagaian ini akan diuraikan konsep pemberantasan penyalahgunaan 
narkoba di indonesia sesuai denga aturan yang ada, kemudian dijelaskan 
tentang Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Narkotika Propinsi (BNNP) 
dan Badan Narkotika Kabupaten (BNNK). Bagian ketiga akan diuraikan 
tentang pemberantasan narkoba berdasarkan persfektif kajian politik Islam.  
Bab III Menguraikan tentang kewenangan, fungsi dan kedudukan BNN 
Kabupaten Mandailing Natal dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba. 




Mandailing Natal kemudian diuraikan kewenangan dan pelaksanaanya, 
program-program pencegahan penyalahgunaan narkoba, strategi, kebijakan 
dan kerjasama yang dilakukan oleh BNNK Mandailing Natal terkait 
pencegahan penyalahgunaan narkoba. Uraian dalam bab ini dilakukan 
dengan menguraikan data-data yang diperoleh dari BNNK Mandailing Natal 
melalui wawancara. 
Bab IV akan membahas tentang faktor yang mempengaruhi 
implementasi tugas dan fungsi BNNK Mandailing Natal dalam  pencehagan 
penyalahgunaan narkoba. Dalam bab ini akan diuraikan dengan jelas terkait 
faktor pendukung dan faktor penghambat yang dialamai BNNK Mandailing 
natal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya terkait dengan pencegahan 
penyalahgunaan narkoba. Selanjutnya akan diuraikan dampak dari 
implentasi tugas dan fungsi BNNK Mandailing Natal dalam pencegahan 
penyalahgunaan narkoba. Dan selanjutnya akan dilakukan analisa tentang 
implemnatasi tugas dan fungsi BNNK Mandailing Natal dalam pencegahan 
penyalahgunaan narkoba di Manadailing Natal persfektif politik Islam. 






TINJAUAN UMUM TENTANG NARKOTIKA 
 
A. Pengertian Narkoba 
Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika dan bahan 
adiktif. Secara etimologi narkotika berasala dari bahasa Inggiris yaitu 
narcotics ynag berarti obat bius, yang artinya sama dengan narcosis dalam 
bahasa Yunani yang berarti menidurkan atau membiuskan. Sedangkan 




Secara terminologis narkotika adalah obat yang dapat menenangkan 




Narkotika juga dapat diartikan sebagai zat atau obat yang berasal dari 
tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat 
menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, 
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Soedjono dalam patologi sosial merumuskan defenisi narkotika 




UU No 35 tahun 2009 tentang narkotika pasal 1 ayat 1 menyebutkan 
bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan 
tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan 
penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai 




Dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika 
dijelaskan ada tiga jenis golongan narkotika, yaitu: 
d. Narkotika golongan I adalah narkotika  hanya dapat digunakan 
untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak 
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digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi 
mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Heroin, Kokain, Daun 
Koka, Opium, Ganja, Jicing, Katinon, MDMDA atau Ecstasy, dan 
lebih dari 65 macam jenis lainnya.  
e. Narkotika golongan II adalah narkotika yang berkhasiat untuk 
pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat 
digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan pengembangan 
ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan 
ketergantungan. Contoh Morfin, Petidin, Fentanil, Metadon dan 
lain-lain.  
f. Narkotika golongan III adalah narkotika  yang memiliki daya adiktif 
ringan, tetapi bermanfaat dan berkhasiat untuk pengobatan dan 
penelitian. Golongan 3 narkotika ini banyak digunakan dalam 
terapi dan atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan 
serta mempunyai potensi mengakibatkan ketergantungan. 
Contoh: Codein, Buprenorfin, Etilmorfina, Kodeina, Nikokodina, 
Polkodina, Propiram, dan ada 13 (tiga belas) macam termasuk 
beberapa campuran lainnya. Untuk informasi lebih mendalam 
tentang jenis narkotika dalam ketiga golongan tersebut dapat 
dilihat di lampiran undang-undang narkotika nomor 35 tahun 
2009. 
 
Dari beberapa pengertina di atas dapat penulis simpulkan bahwa 
narotika adalah obat atau zat yang dapa menenangkan syaraf, 
mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan, menghilangkan rasa sakit 
dan nyeri, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang serta dapat 




Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan 
narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan 
saraf pusat yang menyebabkan perubahan pada aktivitas mental dan 
perilaku. Zat yang termasuk psikotropika antara lain Sedatin (Pil BK), 
Rohypnol, Magadon, Valium, Mandarax, Amfetamine, Fensiklidin, 
Metakualon, Metifenidat, Fenobarbital, Flunitrazepam, Ekstasi, Shabu-shabu, 
LSD (Lycergic Alis Diethylamide), dan sebagainya. Berdasarkan Undang-
undang Nomor 5 tahun 1997 pasal 2 ayat 1 psikotropika digolongkan 
menjadi psikotropika golongan I, psikotropika golongan II, psikotropika 
golongan III dan psikotropika golongan IV 
Bahan adiktif berbahaya lainnya adalah bahan-bahan alamiah, semi 
sintetis maupun sintetis yang dapat dipakai sebagai pengganti morfina atau 
kokaina yang dapat mengganggu sistim syaraf pusat, yaitu:  alkohol yang 
mengandung ethyl etanol, inhalen atau sniffing (bahan pelarut) berupa zat 
organik (karbon) yang menghasilkan efek yang sama dengan yang dihasilkan 
oleh minuman yang beralkohol atau obat anaestetik jika aromanya dihisap. 




Selanjutnya pengertian narkoba menurut Islam telah banyak diuraikan 
oleh para ahli. Pada dasarnya  Alqur‟an tidak ada atau tidak diketemukan 
terminologi narkoba. Begitu juga dalam hadis-hadis Rasul tidak dijumpai  




Meskipun nash (Alqur‟an dan Sunnah Rasulullah Saw) tidak 
menyebutkan narkoba secara eksplisit akan tetapi nash mengatur secara jelas 
dan tegas prinsip-prinsip dasar yang dapat dijadikan acuan dalam 
menemukan dalil pendukung berkaitan dengan permasalahan narkoba.
56
 
Diskursus tentang narkoba dalam Islam diqiyaskan oleh para ahli 
dengan konsep khamar dalam al-Qur‟an karena adanya kesamaan illat. 
khamr (خمر) berasal dari kata khamara yang artinya adalah penutup dan 
menutupi.
57
 Maksud penutup adalah bahwa khamr dapat menutup akal 
fikiran dan logika seseorang bagi yang meminumnya atau mengkonsumsinya. 
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 Sedangkan secara terminologi. al-Isfihani menjelasakan khamr berarti 
minuman yang dapat menutup akal atau memabukkan, baik orang yang 
meminumnya itu mabuk ataupun tidak.
58
 Jadi minuman yang memabukkan 
itu disebut khamr karena ia dapat menutup akal manusia.  
Alqur‟an menjelaskan larangan untuk melaksanakan shalat jika dalam 
keadaan mabuk karena dikhawatirkan akan mengacaukan bacaan dalam 
shalat. Tertera dalam surat an Nisa' ayat 43 : 
نَُىواْ َوا َ ُقولُوَو  َٰ َ  خ ََٰرىَٰ َحَّتذ ًُ هخ ُسَك
َ
ةَ َوأ نَوَٰ َرُبواْ ٱلصذ ٌُواْ ََل َ قخ ِيَي َءاَو َها ٱَّلذ يُّ
َ
 َيَٰٓأ
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah  kamu shalat. sedang 
kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang 
kamu ucapkan. 
Selanjutnya Alqur‟an menetapkan larangan minum khamr dengan 
penegasan bahwa khamr, judi, berhala dan undian adalah perbuatan keji dan 
termasuk perbuatan setan yang harus dijauhi.  Ditegaskan bahwa dengan 
keempat macam perbuatun itu setan bermaksud menciptakan permusuhan 
dan kebencian serta menghalangi orang untuk ingat kepada Allah dan 
melakukan shalat. Tersebut dalam surat  al-Maidah  ayat  90-91: 
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َ  ُِتووُ  ٞس ّوِيخ َعَىِل ٱللذ خَ َِٰي  َ جخ َلَُٰه رِجخ زخ
َ ًَصاُب َوٱۡلخ
َ خَىيخِِسُ َوٱۡلخ ُر َوٱل َىخ ٌُوٓاْ إِنذَىا ٱۡلخ ِيَي َءاَو َها ٱَّلذ يُّ
َ
َيَٰٓأ
نُِ وَو   َىيخِِسِ ٩٠مََ نذُ هخ ُ  خ
خ رِ َوٱل َىخ
َضآَء ِِف ٱۡلخ َغخ ََٰوةَ َوٱۡلخ ٌَُ ُه ٱمخَ َد و يُوقَِع ةَيخ
َ
َىا يُرِيُد ٱللذ خَ َُٰي أ  إِنذ
ٌَ ُهوَو   ًُ ه وُّ
َ
ةِِۖ َفَهلخ أ نَوَٰ ِ وََعِي ٱلصذ رِ ٱَّللذ
ُكهخ َعي ذِكخ  ٩١َوَيُصدذ
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr. 
Berjudi, (berkorban  untuk)  berhala, mengundi  nasib  dengan 
panah, adalah pcrbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka 
jauhilah perbuatun-perbuatan itu agar kamu mendapat 
keberuntungn. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak 
menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran 
(meminum) khamar dan berjudi itu. Dan menghalangi kamu dari 
mengingat Allah dan sembahyang, maka berhentilah kamu (dari 




Ibnu Taimiyah mendefenisikan khamar sebagai berikut: 
ىَخَ َبىِ  ْلاُ  ْلى ُ ىِفى ا ُّلَ َ ى َِا ْلَ ُبى َاهَّنِذ ْل َ ْل ى َىَ خلْل ِِهىَ ََلىََيْلَتصُّل ىََتْلٍ ىَ ىَغْيْل ِكِ ىِم ْل ِنىَ  َنى َفتَفَن َ ُاى اْلُ لْل
ِكِ ىِمَ ى ْلاَ ِنبِى ى60 ِ اْلُ لْل
Artinya: khamar  adalah sesuatu yang telah disebutkan dalam Alqur‟an 
yang apabila dikonsumsi bisa membuat mabuk, baik yang 
terbuat dari kurma maupun dari zat lainnya, dan tidak ada 
batasan bahwa yang memabukkan hanya terbuat dari anggur 
saja. 
Ibnu Taimiyah juga memandang bahwa khamar sesuatu yang dapat 
mengganggu berfungsinya akal baik yang terbuat dari anggur, korma maupu 
                                               
59
 Departemen Agama RI, Alqur’an dan Terjemahannya, (Bandung: Diponegoro, 
2015), h. 132. 
 
60





lainnya baik sejenis minuman, makanan ataupun lainnya yang apabila 
dikonsumsi dapat menghilangkan atau menutupi akal. Pandangan serupa 
juga disampaikan oleh Yusuf al-Qardhawi bahwa sesuatu yang dapat 
menutup kesadaran berfikir seseorang disebut khamar.
61
 
Berdasarkan uraian  di atas dapat diambil kesimpulan bahwa setiap 
yang bisa membuat mabuk dan menutupi, mengganggu keberfungsian akal 
atau menghilangkan akal pikiran termasuk dalam kategori khamar baik yang 
terbuat dari anggur, kurma maupun bahan lainnya, maka dalam hal ini 
termasuk di dalamnya narkoba. 
Secara etimologi, narkotika diterjemahkan dalam bahasa arab dengan 
kata al-mukhaddirat yang diambil dari kata khaddara, yuhaddiru takhdir atau 
muhaddirat yang berarti hilang rasa, bingung, membius, tidak sadar
62
, 
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Azat Husain menjelaskan bahwa narkotika secara terminologi:  
ِمىَ ىَت ْلثِ َفْلُ ىَ َ  ى َر ُتىَ َ  َفَ  ى ْلالَف ْلُ ىِ  َنَفهَّنَ  ىِىَ ىُ  ٌّىَم دهَّنِةى َفتَفَ تهَّنُبىَ َ  ىتَفَن ُ ِِلَ ىَى َاَكىاِ ْلِجلْل  َاْلُ َ  ِّس
َ ِ َ  ى َ ُ ىَ  ِ َ ُ ىََ  ْل ُى ْلاَوضْل َم َنى َاهَّنِِتْلىََتْلُ ُمَ  ى ْلاَ َو ِنْيْل َىُبىَ َتُكوْلُنىَ َ َدُةى ا ِّس ىَتَك ٌدىَتذْل  ْلاَ  ْلِ ىَحَّتهَّن
ىَ اْلَك تَى َ ْلىى ْلَ ِ  ْل ِى َ ََورِ ْلَ ىَ اْلُكوْلَ  ِ ْيِّس ىَ ِلْل ى64ِ  َفوْلَنىَ اْلُ ورْلِ ِْيَ
Artinya: Nakotika adalah segala zat yang apabila dikonsumsi akan merusak 
fisik dan akal, bahkan terkadang membuat orang menjadi gila atau 
mabuk, hal tersebut dilarang oleh undang-undang positif yang 
populer seperti ganja, opium, morpin, heroin, kokain dan kat. 
 
Dari uraian di atas dapat penulis simpulkan bahwa meskipun istilah 
narkotika belum dikenal pada zaman Rasul, namun narkoba bisa disamakan 
dengan khamar, sebab antara khamar dan narkotika sama-sama 
menyebabkan tertutupnya atau hilang akal orang yang mengkonsumsinya, 
bahkan narkotika lebih berbahaya, sehingga status hukum narkotika 
disamakan dengan status hukum khamar.  
B. Jenis-Jenis Narkotika 
Zulkarnain Nasution menguraikan jenis-jenis narkotika dapat 
dibedakan berdasarkan bahannya dan berdasarkan efeknya.
65
Jenis narkotika 
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berdasarkan bahannya dapat dibedakan menjadi 3 bagian, narkotika alami, 
semi sintesis dan narkotika sintesis. 
a. Narkotika alamai 
Narkoba alami merupakan jenis narkoba yang masih alami 
dan belum mengalami pengolahan.
66
 contoh narkoba alami: 
1) Ganja.  Ganja berasal dari tanaman cannabissativa, cannabis 
indica dan cannabis Americana. Tanaman tersebut termasuk 
keluarga Urticaceae atau Moraceae. Tanaman Canabis 
merupakan tanaman yang mudah tumbuh tanpa perawatan 
khusus. Tanaman ini tumbuh pada daerah beriklim sedang dan 
tumbuh subur di daerah tropis.
67
 
2) Opium. Opium adalah getah berwarna putih seperti susu yang 
keluar dari kotak biji tanaman papaver samni verrum yang 
belum masak.
68
Dalam bahasa Indonesia bermakna sari buah 
bunga candu. 
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b. Narkotika Semi Sintesis 
Narkotika semi sintetis adalah berbagai jenis narkotika alami 
yang diolah dan diambil zat adiktifnya agar memiliki khasiat yang 
lebih kuat sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan 
kedokteran.
69
Jenis narkoba semisintesis yang disalahgunakan  adalah 
morfin. 
Morfin adalah alkaloid analgesik yang sangat kuat dan 
merupakan agen aktif utama yang ditemukan pada opium. 
Umumnya opium mengandung 10% morfin. Kata morfin berasal dari 
Morpheus, dewa mimpi dalam mitologi Yunani. Morfin adalah hasil 
olahan dari opium atau candu mentah. Morfin merupakan alkaloida 






) . Morfin rasanya pahit, berbentuk 
tepung halus berwarna putih atau dalam bentuk cairan berwarna.
70
 
c. Narkotika Sintesis 
Narkoba sintetis adalah narkotika yang dibuat dari bahan 
kimia dan digunakan untuk pembiusan atau pengobatan bagi 
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mereka yang mengalami ketergantungan narkoba. Narkotika sintesis 
berfungsi sebagai  pengganti sementara   untuk   mencegah   
rehabilitasi  sehingga penyalahgunaan dapat menghentikan 
ketergantungannya.
71
 Adapun contoh dari narkotika sintetis adalah : 
1) Sabu (Amfetamin) Amfetamin merupakan kelompok obat 
psikoaktif sintetis yang disebut sistem saraf pusat (SSP) 
stimulants, stimulan. Amfetamin merupakan  satu jenis narkoba 
yang dibuat secara sintetis dan kini terkenal di wilayah Asia 
Tenggara. Amfetamin dapat berupa bubuk putih, kuning, 
maupun coklat, bubuk putih kristal kecil. Merek amfetamin lain, 
seperti metedrin, deksamil dan benzedrin, kemudian membanjiri 
pasaran. Metamfetamin (meth) dan kokain ini dari akhir 1960-an 
hingga akhir 1980-an. Dan ada beberapa bentuk meth dan 
kokain yang dikenal misalnya, sebagai crank, speed, bennies, 
rock, kristal, dan crack. Pada awal 1990-an satu bentuk 
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2) Ekstasi (MDMA) (methylenedioxy-N-methylamphetamine) 
biasanya dikenal dengan nama Ekstasi, E, X atau XTC adalah 
senyawa kimia yang sering digunakan sebagai obat rekreasi yang 
membuat penggunanya menjadi sangat aktif. Ekstasi merusak 
neuron yang melepaskan serotonin, bahan kimia otak yang 
mengatur daya ingat dan fungsi-fungsi lain. Penelitian lain 
menunjukkan bahwa bekas pemakai yang sudah tidak memakai 
ekstasi selama enam bulan masih terpengaruh secara mental, 
yang berarti bahwa kerusakannya bersifat jangka panjang dan 




3) Cocain. Cocain adalah suatu alkloida yang berasal dari daun 
Erythroxylum coca Lam. 74Kokain merupakan  salah satu jenis 
narkoba dengan efek stimulan. Kokain diisolasi dari daun 
tanaman Erythroxylum coca Lam. Zat ini dapat dipakai sebagai 
anastetik (pembius) dan memiliki efek merangsang jaringan otak 
bagian sentral. Pemakaian zat ini menjadikan pemakainya suka 
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bicara, gembira yang  meningkat menjadi gaduh dan gelisah, 
detak jantung bertambah, demam, perut nyeri, mual, dan 
muntah. Seperti halnya narkotika jenis lain, pemakaian kokain 
dengan dosis tertentu dapat mengakibatkan kematian.
75
 
4) Heroin. Dalam kamus besar bahasa Indonesia dijelaskan bahwa 
heroin adalah bubuk kristal putih yang dihasilkan dari morfin, 
jenis narkotik yang amat kuat sifat mencandukannya 
(memabukkannya)
76
. Dadang Hawari menjelaskan bahwa heroin 
adalah candu yang berasal dari opium poppy (papaver 
somniferum). Heroin berbentuk Kristal, berwarna putih atau 
coklat. Biasanya dibungkus dan dijual dalam bungkusan kecil.
77
 
5) Putaw. Istilah putaw sebenarnya merupakan minuman keras has 
Cina yang mengandung alkohol akan tetapi oleh pecandu 
narkoba menyebut barang yang sejenis heroin yang masih 
serumpun dengan ganja dijuluki putaw hanya saja kadar 
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narkotika yang dikandung putaw lebih rendah atau dapat disebut 
heroin kelas emapat sampai enam
78
. Pemakaian jangka panjang 
akan menyebabkan penyumbatan oleh kristal-kristal berwarna 
biru di dalam pembuluh darah di sekitar tangan, kaki, leher, dan 
kepala sehingga menjadi benjolan keras seperti bisul di dalam 
tubuh. Jika penyumbatan muncul di daerah otak kemungkinan 
besar menyebabkan kematian. Selain itu putaw juga akan 
mengakibatkan kebutaan, kerusakan pada organ-organ tubuh 
seperti liver, ginjal, organ-organ pencernaan, dan paru-paru. 
6) Katinone. Narkoba jenis katinon adalah narkoba yang sudah 
lama ada. Di Indonesia, zat ini sudah beberapa tahun ada. 
Pengguna metilon belum banyak di Indonesia dan belum ada 
yang mengalami gejala putus zat atau intoksikasi sampai 
overdosis. Secara medis, katinon memiliki nama asli cathinone 
(Katinona) yang struktur kimia dan efek mirip amfetamin, yang 
memilki efek samping yang berbahaya. 






Selain jenis narkoba ditinjau dari bahannya maka narkoba juga dapat 
ditinjau berdasarkan efeknya. Para ahli menggolongkan narkoba ini menjadi 
tiga golongan besar berdasarkan efeknya terhadap susunan saraf pusat. 
Golongan ini antara lain stimulan, depresan, dan halusinogen. 
a. Stimulan. Stimulan bersifat menstimulasi sistem saraf simpatik 
melalui pusat di hipotalamus sehingga meningkatkan kerja organ. 
Contoh stimulan yaitu kafein, nikotin, atau amfetamin, kokain, 
shabu, ekstasi. 
b. Depresan. Depresan berfungsi untuk mengurangi kegiatan sistem 
saraf sehingga menurunkan aktivitas pemakainya. Ada 5 kategori 
utama depresan, yaitu etanol (etil alkohol), barbiturat, obat 
penenang, opiat, mencakup opium, morfin, kodoin, dan metadon 
morfin diperoleh dari getah tumbuhan papaver somniferum dan 
anastetik, mencakup kloroform, eter, dan sejumlah hidrokarbon 
lain yang mudah menguap dan biasa digunakan sebagai pelarut, 
misalnya benzen, toluena, dan karbon tetraklorida.
79
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c. Halusinogen. Halusinogen meliputi ganja, LSD (Lysergic Acid 
Diethylamide), STP (mirip amfetamin), THC (Tentra Hydro 
Cannabinol), mesakolin (dari pohon kaktus peyote), ketamine, 




C. Dampak Narkotika Dalam Kehidupan 
 Saat ini narkoba merupakan salah satu masalah bangsa Indonesia. 
Dikatakan masalah karena narkoba menimbulkan efek buruk (mafsadat) baik 
bagi penyalahgunanya sendiri maupun orang lain yang tidak ikut 
menggunakan, bahkan narkoba juga dapat mengancam ketahanan nasional. 
Hal inilah yang menjadi penyebab pemerintah terus-menerus melakukan 
pencegahan dan pemberantasan narkoba, bahkan presiden Jiko Widodo 
telah mengumumkan bahwa Indonesia darurat narkoba.
81
 
Narkoba jelas berdampak bagi kehidupan manusia, baik dari sisi 
kesehatan, ekonomi, sosial, hukum dan lain sebagainya. Untuk melihat 
dampak narkoba bagi kehidupan manusia berikut ini penulis uraikan. 
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1. Masalah Kesehatan 
Allah SWT mewajibkan kepada umat Islam agar melakukan 
atau melaksanakan apa saja yang dibawa atau diperintah oleh Nabi 
Muhammad Saw dan harus menjauhi atau meninggalkan apa saja 
yang dilarang oleh Rasulullah Saw (QS.Al-Hasyr :7), sebab segala 
perintah atau larangan yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw pada 
dasarnya merupakan dari Allah SWT. 
Dampak yang ditimbulkan karena penyalahgunaan narkoba 
yaitu berupa gangguan kesehatan fisik, gangguan kesehatan psikis, 
dan tidak menutup kemungkinan penyalahgunaan narkoba dapat 
mengakibatkan penularan virus HIV. 
Fransiska Novita menjelaskan bahaya pemakaian narkoba bagi 
kesehataan sebagai berikut: 
a. Otak dan syaraf dipaksa untuk bekerja di luar kemampuan yang 
sebenarnya dalam keadaan yang tidak wajar. 
b. Peredaran darah dan jantung dikarenakan pengotoran darah 
oleh zat-zat yang mempunyai efek yang sangat keras, akibatnya 




c.  Pernapasan tidak akan bekerja dengan baik dan cepat lelah 
sekali. 
d.  Penggunaan lebih dari dosis yang dapat ditahan oleh tubuh 
akan mendatangkan kematian secara mengerikan.  
e. Timbul ketergantungan baik rohani maupun jasmani sampai 
timbulnya keadaan yang serius karena putus obat.
82
 
Narkoba juga menimbulkan gangguan psikis, seperti antara lain 
gelisah, cemas, takut, curiga dan waspada berlebihan, paranoid, 
panik, disorientasi, bingung, fotofobia, mudah tersinggung, depresi, 
halusinasi visual, waham kebesaran, europhobia, agresif, gangguan 
daya ingat, gangguan nalar, nilai dan konsentrasi, hilangnya hambatan 




Selain itu narkoba tidak menutup kemungkinan dapat 
membawa penularan HIV atau AIDS dan penyakit lainnya. Seorang 
yang kecanduan narkoba dapat dipastikan akan mengalami gangguan. 
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Baik gangguan berupa kerusakan fisik atau jasmani maupun gangguan 
atau kerusakan mental (rohani). Bahkan tidak menutup kemungkinan 
dapat merenggut jiwa.  
2. Masalah Ekonomi 
Selain membawa dampak negatif dalam masalah kesehatan, 
narkoba juga membawa masalah atau dampak buruk dalam bidang 
perekonomian. Adapun dampak buruk yang ditimbulkan oleh narkoba 
dalam hal ekonomi di antaranya meliputi: 
a. Menimbulkan biaya ekonomi yang sangat tinggi untuk membeli 
narkoba yang harganya sangat mahal dan kebutuhannya terus 
menerus dan makin tinggi biaya pengobatan, perawatan, serta 
pemulihan yang juga sangat mahal, yang dapat menjerumuskan 
orang tua atau keluarga yang bersangkutan dalam jurang 
kebangkrutan dan kehancuran.  
b. Penyalahgunaan dan ketergantungan narkoba serta pengedaran 
gelap secara nasional juga dapat menambah anggaran belanja 
pelayanan kesehatan masyarakat, serta beban biaya program 




c. Banyaknya pecandu juga dapat merugikan masyarakat secara 
ekonomi, pasalnya para pecandu narkoba apabila tidak memiliki 
uang untuk memebeli narkoba akan melakukan pencurian baik 
barang yang bernilai tinggi maupun yang murah. Sehingga 
demikian narkoba tidak hanya merugikan masyarakat secara 
ekonomi namun juga mengganggu keamanan masyarakat. 
3. Masalah Sosial dan Pendidikan 
Tidak kalah pentingnya, dalam hal sosial dan pendidikan, 
narkoba turut membawa masalah atau kerugian dalam kehidupan. 




a. Menimbulkan gangguan ketenangan, ketentraman, kerertiban 
dan keamanan dalam keluarga, akibat perilaku yaang 
bersangkutan. 
b. Menimbulkan gangguan terhadap hubungan sosial dan 
pergaulan sosial 
c. Bila sudah berkeluarga, menyebabkan berantakan, bangkrut, 
dan hancurnya kehidupan keluarga. Di mana  istri dan anak-
anak harus turut memikul beban dan 
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d. Menimbulkan biaya sosial yang tinggi putus sekolah atau putus 
kerja dan biaya peluang (oppurtunity cost) karena hilangnya 
peluang bersekolah atau bekerja serta beban psikologis, aib, dan 
sosial yang sangat berat bagi orang tua dan keluarga yang 
bersangkutan. 
e. Menimbulkan sampai membunuh semangat belajar dan 
semangat kerja yang lebih jauh dapat menyebabkan putus 
sekolah, putus kerja atau pemutusan hubungan kerja. 
f. Dapat memicu tindakan asosial, antisosial, amoral, tindakan 
kekerasan, dan tindakan kejahatan. 
g. Dapat menyebabkan penderitaan berkepanjangan yang berujung 
pada kematian. 
4. Masalah Kultur atau Budaya 
Penyalahgunaan narkoba dipandang sebagai penyimpangan 
perilaku yang merugikan diri pelakunya, keluarga dan masyarakat. 
Penyimpangan perilaku tersebut akibat kondisi sosial budaya tertentu, 
termasuk industrialisasi, urbanisasi, modernisasi, pengangguran, putus 
sekolah, dan pemukiman kumuh. Penyalahgunaan narkoba 
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5. Masalah Keamanan Nasional 
Narkoba juga dapat membawa dampak masalah dalam bidang 
keamanan nasional. Dampak atau masalah yang ditimbulkan narkoba 
dalam bidang keamanan nasional meliputi: 
a. Menimbulkan gangguan terhadap ketertiban, ketentraman, 
serta keamanan bangsa dan negara. 
b. Menghancurkan kualitas dan daya saing bangsa serta 
membunuh masa depan dan kejayaan bangsa. 
c. Berkaitan dengan peningkatan tindak kejahatan termasuk 
kerusuhan, separatisme dan terorisme.
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D. Sebab-sebab Terjadinya Penyalahgunaan Narkoba 




a. Faktor Subversi 
Dengan jalan “memasyarakatkan” narkoba di negara yang jadi 
sasaran, maka praktis penduduknya atau bangsa di negara yang 
bersangkutan akan berangsur-angsur untuk melupakan 
kewajibannya sebagai warga negara, subversi seperti ini biasanya 
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tidak berdiri sendiri dan biasanya diikuti dengan subversi dalam 
bidang kebudayaan, moral dan sosial. 
b. Faktor Ekonomi 
Setiap pecandu narkoba setiap saat membutuhkan narkotika 
sebagai bagian dari kebutuhan hidupnya yang cenderung 
dosisnya akan selalu bertambah, dibandingkan dengan beberapa 
barang dagangan lainnya, narkotika adalah komoditi yang 
menguntungkan, meskipun ancaman dan resikonya cukup berat.  
c. Faktor Lingkungan 
1) Faktor dari luar lingkungan keluarga. 
Adanya sindikat narkoba International yang berupaya 
untuk menembus setiap tembok penghalang di negara maupun 
dengan tujuan untuk mencari keuntungan atau subversi. 
Dengan jaringannya yang cukup terorganisir dengan rapi, 
sindikat-sindikat narkoba berupaya dengan keras untuk 
menciptakan konsumen-konsumen baru dalam 
mengembangkan pemasaran narkotik dan obat keras. 




Penyalahgunaan narkotika dan obat keras, mudah sekali 
menyerap korban-korban baru di sekitarnya. Lingkungan ini 
biasanya tercipta oleh upaya pedagang obat keras dan 
narkotika sebagai agen atau kaki tangan sindikat narkotika. 
Ada juga yang tercipta karena adanya pendatang baru ke 
dalam suatu lingkungan masyarakat yang mebawa oleh-oleh 
yang disebabkan diantara rekannya yang terdorong oleh rasa 
ingi tahu, ingin mencoba.
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3) Lingkungan Liar 
Lingkungan seperti ini ialah suatu lingkungan yang lepas 
dari pengawasan dan bimbingan. Lingkungan seperti ini 
dicita-citakan oleh sekelompok anak-anak muda yang ingin 
mencari kebebasan tersendiri. Kelompok ini diawali dengan 
perbuatan-perbuatan yang sifatnya demonstratif dengan 
menonjolkan nama gang mereka “anterian” kegiatan 
selanjutnya dari kelompok ini ialah dengan tindak kekerasan, 
perkelahian, pemerkosaan, kejahatan, dan tindakan-tindakan 
lainnya yang negatif, termasuk penggunaan narkotika dan 
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obat-obat keras secara bebas dan berlebihan. Lingkungan 
seperti ini pada saat sekarang memberikan rangsangan yang 
sangat keras kepada remaja yang jiwanya di tuntut untuk 
mendapat kebebasan dan kehebatan-kehebatan. Lingkungan 
seperti ini pula biasanya menjadi sumber distribusi narkotika 
dan obat keras lainnya.  
4) Faktor dari dalam Lingkungan Keluarga 
Masalah ini yang sedang melanda kita dewasa ini, 
diawali dengan kesibukan si Ayah dalam mengejar karier 
untuk mencari atau mengejar kekayaan yang berlimpah 
sehingga kebutuhan keluarga terlupakan. Kesibukan orang tua 
pada profesi menyebabkan kurangnya waktu untuk 
mengontrol dan mendidik anak, akibatnya anak yang sudah 
bergaul dengan dunia luar rentan dengan narkoba. Bahkan 
banyak orang tua yang kurang peduli bahkan kurang tegas 
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TINJAUAN UMUM TENTANG LOKASI PENELITIAN 
 
A. Sejarah BNNK Mandailing Natal 
Penanggulangan bahaya narkotika dan kelembagaannya di Indonesia 
dimulai tahun 1971 pada saat dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik 
Indonesia (Inpres) Nomor 6 Tahun 1971 kepada Kepala Badan Inteligen 
Nasional (BAKIN) untuk menanggulangi 6 (enam) permasalahan nasional 
yang menonjol.
90
 Berdasarkan Inpres tersebut, Kepala BAKIN membentuk 
Badan Kordinasi Pelaksana (BAKOLAK)  Inpres Tahun 1971 yang salah satu 
tugas dan fungsinya adalah menanggulangi bahaya narkotika.
91
 
Dalam perkembangannya, BKNN sebagai badan koordinasi dinilai 
kurang memadai untuk menghadapi ancaman narkoba yang makin 
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 Pada masa itu, permasalahan narkoba di Indonesia masih merupakan 
permasalahan kecil dan Pemerintah Orde Baru terus memandang dan berkeyakinan bahwa 
permasalahan narkoba di Indonesi tidak akan berkembang karena bangsa Indonesia adalah 
bangsa yang ber-Pancasila dan agamis. Pandangan ini ternyata membuat pemerintah dan 
seluruh bangsa Indonesia lengah terhadap ancaman bahaya narkoba, sehingga pada saat 
permasalahan narkoba meledak dengan dibarengi krisis mata uang regional pada 
pertengahan tahun 1997, pemerintah dan bangsa Indonesia tidak siap untuk 
menghadapainya.Badan Narkotika Nasional (BNN), Buku Pedoman penanggulangan 




meningkat. Maka BKNN diganti dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) 
berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002. Dengan demikian 
dapat diketahui bahwa BNN pertama kali berdiri di Indonesia Pada Tahun 
2002 dan mendapat alokasi Anggaran pada Tahun 2003.
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Namun tanpa struktur kelembagaan yang memilki jalur komando yang 
tegas dan bersifat koordinatif (kesamaan fungsional semata), maka BNN 
dinilai tidak dapat bekerja optimal dan tidak akan mampu menghadapi 
permasalahan narkoba yang terus meningkat dan makin serius. Maka pada 
Tahun 2007 dibentuk Badan Narkotika Provinsi (BNP) dan Badan Narkotika 
Kabupaten/kota (BNK) dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 83 
Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Narkotika 
Provinsi (BNP) dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK).
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BNN, BNP dan BNK merupakan badan yang memiliki kewenangan 
operasional melalui kewenangan anggota BNN terkait dalam satuan tugas, 
yang mana BNN-BNP-BNKab/Kota merupakan mitra kerja pada tingkat 
nasional, provinsi dan kabupaten atau kota yang masing-masing bertanggung 
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jawab kepada Presiden, Gubernur dan Bupati atau Wali kota, dan yang 
masing-masing (BNP dan BNKab/Kota) tidak mempunyai hubungan 
struktural-vertikal dengan BNN.
94
 Dengan adanya struktur kelembagaan yang 
memiliki jalur komando yang tegas dan bersifat koordinatif tersebut BNN 
terus berupaya meningkatkan kinerja bersama-sama dengan Badan Narkotika 
Provinsi (BNP) dan Badan Narkotika Kabupaten atau Kota (BNK).
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Pada tahun 2011, Sebelum BNNK Mandailing Natal diresmikan 
menjadi badan resmi terdapat pelaksana harian (Lakhar) yang mengurusi 




Pada Tahun 2012 tepatnya di bulan Januari Badan Narkotika 
Nasional Kabupaten diresmikan di Mandailing Natal bertepatan dengan 
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(Jakarta: BNN, 2009), h. 4. 
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Kepala BNNK Mandailing Natal selanjutnya digantikan oleh AKBP 
Saharudin Bangko, S.H. MBA yang dilantik pada tahun 2017 dan 




B. Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran Strategis BNNK Mandailing 
Natal 
1. Visi 
Mewujudkan masyarakat Mandailing Natal yang sehat, bebas dari 
penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, dalam rangka 
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Menyatukan dan menggerakkan segala potensi masyarakat 
Mandailing Natal dalam upaya pencehagan, rehabilitasi, dan 




- Penigkitan imunitas masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan 
dan peredaran gelap narkoba 
- Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program 
P4GN. 
- Peningkatan pemulihan penyalahguna narkoba hingga tidak 
kambuh kembali. 
- Peningkatan pengungkapan berbagai jaringan sindikat narkoba 
dan penyitaan aset berkaitan dengan tindak kejahatan narkoba. 
- Peningkatan pranata hukum dan efektifitas kerjasama 
kelembagaan. 
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 Data diperoleh dari kantor BNNK Mandailing Natal. Oktober 2019. 
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4. Sasaran Strategis  
1) Meningkatnya daya tangkal masyarakat terhadap bahaya 
penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. 
Indikator :Angka pengguna narkoba coba pakai. 
2) Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam 
penanganan P4GN. 
Indikator :Angka partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan 
penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba 
3) Meningkatnya upaya pemulihan pecandu narkoba melalui 
layanan rehabilitasi yang komprehensif dan berkesinambungan 
Indikator : 
- Angka pecandu narkoba yang selesai program rehabiltasi 
(bermasalah hukum / sukarela) 
- Angka pecandu narkoba yang telah mendapaatkan 
rehabilitasi tidak kambuh kembali 
4) Meningkatnya pengungkapan jaringan, penyitaan barang bukti 






- Jumlah jaringan sindikat kejahatan narkoba yang terungkap 
- Nilai aset jaringan sindikat kejahataan narkoba yang disita 
C. Tugas Pokok BNNK Mandailing Natal 
Peraturan Kepala BNN No 4 Tahun 2013 tentang perubahan Peraturan 
Kepala BNN no 4 tahun 2010 Pasal 21 ayat (1) menjelaskan bahwa badan 
Narkotika Nasional Kabupaten atau Kota yang selanjutnya dalam Peraturan 
Kepala Badan Narkotika Nasional ini disebut BNNKab/Kota adalah instansi 
vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi, dan 
wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Kabupaten atau Kota. 
Selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan bahwa BNNKab/Kota berada di 




Selanjutnya dalam Pasal 22 BNNKab/Kota mempunyai tugas 
melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang BNN dalam wilayah Kabupaten 
atau Kota.
103
 Pasal ini dengan tegas menyatakan bahwa pada dasarnya tugas 
BNNK adalah melaksanakan semua tugas dan fungsi BNN dalam wilayah 
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Kabupaten atau Kota. Dengan demikian dapat diketahui bahwa tugas dan 
fungsi BNNK Mandailing Natal adalah melaksankan tugas dan fungsi serta 
wewenang BNN dalam wilayah Kabupaten Mandailing Natal. Untuk lebih 
jelasnya mengenai fungsi dan tugas BNNK, dalam peraturan tersebut 
dijelaskan dalam pasal 23 sebagai berikut:  
Pasal 23, BNNKab/Kota menyelenggarakan fungsi:
104
 
a. Pelaksanaan kebijakan teknis P4GN di bidang pencegahan, 
pemberdayaan masyarakat dan rehabilitasi. 
b. Pelaksanaan kebijakan teknis P4GN di bidang pemberantasan dalam 
rangka pemetaan jaringan kejahatan terorganisasi penyalahgunaan 
dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan 
adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol 
dalam wilayah Kabupaten atau Kota. 
c. Pelaksanaan penyiapan bantuan hukum dan kerja sama. 
d. Penyusunan rencana program dan anggaran BNNKab/Kota. 
e. Evaluasi dan penyusunan laporan BNNKab/Kota, dan 
f. Pelayanan administrasi BNNKab/Kota. 
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D. Struktur Organisasi BNNK Mandailing Natal 
 
Peraturan Kepala BNN No 4 Tahun 2013 tentang perubahan 
Peraturan Kepala BNN no 4 tahun 2010 tentang organisasi dan tata kerja 
Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional 
Kabupaten atau Kota telah menetapkan susunan organisasi BNNKab/Kota 
yang terdiri atas kepala, subbagian tata usaha, seksi pencegahan, seksi 
pemberdayaan masyarakat dan seksi pemberantasan. Hal ini dapat dilihat 








b. Subbagian tata usaha, 
c. Seksi pencegahan, 
d.  Seksi pemberdayaan masyarakat, 
e.  Seksi pemberantasan. 
Selanjutnya tugas setiap jabatan struktur dalam BNNK dijelaskan 
dalam pasal 25-27 Peraturan Kepala BNN No 4 Tahun 2013 tentang 
perubahan peraturan Kepala BNN no 4 tahun 2010 tentang organisasi dan 
tata kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional 
Kabupaten atau Kota sebagai berikut: 
1. Kepela BNNK 
Pasal 25 menjelaskan bahwa Kepala BNNKab/Kota mempunyai tugas: 
a. Memimpin BNNKab/Kota dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan 
wewenang BNN dalam wilayah Kabupaten atau Kota. 
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b. Mewakili Kepala BNNK dalam melaksanakan hubungan 
kerjasama P4GN dengan instansi pemerintah terkait dan 
komponen masyarakat dalam wilayah Kabupaten atau Kota . 
2. Subbagian Tata Usaha 
Pasal 26 menjelaskan bahwa subbagian tata usaha mempunyai 
tugas melakukan penyiapan pelaksanaan penyusunan rencana 
program dan anggaran, urusan tata persuratan, urusan rumah tangga, 
kepegawaian, keuangan, kearsipan, dokumentasi, hubungan 
masyarakat, bantuan hukum dan kerja sama, evaluasi, dan 
penyusunan laporan BNNKab/Kota. 
3. Seksi 
Berdasarkan peraturan kepala BNN No 4 tahun 2013 disebutkan 
dalam pasal 27 bahwa tugas seksi yang ada dalam struktur organisasi 
BNNK sebagai berikut: 
Pasal 27 menjelaskan bahwa: 
1) Seksi Pencegahan mempunyai tugas melakukan penyiapan 
pelaksanaan kebijakan teknis P4GN di bidang pencegahan 




2) Seksi pemberdayaan masyarakat mempunyai tugas melakukan 
penyiapan pelaksanaan kebijakan teknis P4GN di bidang 
pemberdayaan masyarakat dan rehabilitasi dalam wilayah 
Kabupaten atau Kota. 
3) Seksi pemberantasan mempunyai tugas melakukan penyiapan 
pelaksanaan kebijakan teknis P4GN di bidang pemberantasan 
dalam rangka pemetaan jaringan kejahatan terorganisasi 
penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, 
prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif 















IMPLEMENTASI TUGAS DAN FUNGSI BNNK MANDAILING 
NATAL DALAM PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA 
 DITINJAU DARI POLITIK ISLAM 
 
A. Impelementasi Tugas Dan Fungsi BNNK Mandailing Natal 
Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan 
Masyarakat 
Ketika  penulis melakukan  wawancara  kepada  kepala  BNN  
Kabupaten Mandailing Natal, Bapak Ramlan menjelaskan bahwa program 
BNNK dalam menangani permasalaahan narkoba di Mandailing Natal 
tertuang dalam program kerja bidang pencegahan dan pemberantasan 
penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN). Ramlan lebih lanjut 
menjelalsakan bahwa khusus dalam bidang pencegahan penyalahgunaan 




Kasi pencegahan dan pemberdayaan masyarakat mempunyai tugas 
melaksanakan program P4GN di bidang pencegahan dan setidaknya 
memiliki dua fungsi yaitu pelaksanaan desiminasi informasi P4GN di bidang 
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pencegahan dalam wilayah Kabupaten dan pelaksanaan advokasi P4GN di 
bidang pencegahan dalam wilayah Kabupaten.
107
 
Berdasarkan dari informasi yang penulis peroleh saat wawancara 
berikut ini diuraikan program yang sudah dilaksanakan oleh BNN Kabupaten 
Mandailing Natal dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan 
masyarakat antara lain: 
1. Pencegahan108 
Dalam melaksanakan program pencegahan, kasi pencegahan 
dan pemberdayaan masyarakat merupakan ujung tombak dalam 
melakukan program pencegahan penyalahgunaan narkoba di 
kalangan masyarakat Mandailing Natal. Adapun program yang sudah 
dilakukan antara lain: 
a. Sosialisasi tentang bahaya narkoba bagi masyarakat Kabupaten 
Mandailing Natal.   
b. Ceramah dan sosialisasi bahaya narkoba ke sekolah-sekolah. 
c. Melaksanakan pelatihan duta narkoba kepada pelajar SMA dan 
Mahasiswa. 
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d. Melakukan kerjasama dengan berbagai instansi seperti 
Departemen Agama  Mandailing Natal, Pengadilan Agama, MUI 
dan beberapa sekolah tingkat SMA sederajat. 
e. Melaksanakan tes urine kepada anak sekolah, pegawai dan 
remaja di desa-desa. 
Armen lebih lanjut menjelaskan bahwa BNNK Mandailing Natal 
memfokuskan pencegahan melauli sosialisasi dan penyuluhan. 
Menurut Armen untuk  mencapai misi BNNK Mandailing Natal dengan 
angka prevelensi di bawah 3%, maka BNNK Mandailing Natal 
melakukan berbagai program dalam mensosialisasikan bahaya 
narkoba bagi masyarakat. Sosialisasi bahaya narkoba dilakukan 
dengan berbagai cara, salah satunya dengan menjalin MOU dengan 
instansi seperti Departemen Agama Mandailing Natal, Pengadilan 
Agama, MUI dan sekolah-sekolah. 
Dengan adanya MOU yang disepakati BNNK Mandailing Natal 
melakukan tes urine kepada pegawai instansi, anak sekolah dan 
remaja.
109
Berdasarkan data laporan kegiatan BNNK Mandailing Natal 
Tahun 2019 dapat diihat tentang program sosialisasi dan tes urine 
sebagai berikut: 








Kegiatan sosialisasi bahaya Narkoba Tahun 2018/2019 
 
No KEGIATAN TEMPAT/ INSTANSI WAKTU 
1 Sosialsiasi bahaya narkoba 
Naposo nauli bulung desa 
Simangambat 
2018 
2 Sosialsiasi bahaya narkoba MAN Panyabungan 2018 
3 Sosialsiasi bahaya narkoba SMK 1 Aek galoga 2018 
4 Sosialsiasi bahaya narkoba SMA 1 Natal 2018 
5 Sosialsiasi bahaya narkoba 
SMK Mitra Mandiri 
Panyabungan 
2018 
6 Sosialsiasi bahaya narkoba SMA N 1 Siabu 2018 
8 Sosialsiasi bahaya narkoba 
SMA N 1 Panyabungan 
Timur 
2019 
9 Sosialsiasi bahaya narkoba SMP N 1 Hutabargot 2019 
10 Sosialsiasi bahaya narkoba SMK 1 Siabu 2019 
11 Sosialsiasi bahaya narkoba SMK 1 Kotanopan 2019 
12 Sosialsiasi bahaya narkoba SMP N 4 Kotanopan 2019 
13 Sosialsiasi bahaya narkoba 
SMP N 1 Lembah Sorik 
Marapi 
2019 
14 Sosialsiasi bahaya narkoba SMP N 2 Kotanopan 2019 
15 Sosialsiasi bahaya narkoba 
SMP N 2 Panyabungan 
Utara 
2019 
16 Sosialsiasi bahaya narkoba SMA 1 Pabyabungan 2019 
Sumber: Data BNNK Mandailing Natal. 
 
 Armen lebih lanjut menjelaskan, selain sosialisasi ke sekolah-sekolah, 




dan Stard FM dan juga melalui media baik media cetak maupun media 
online.
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Selain sosialisasi bahaya narkoba, tes urine juga dilakukan untuk 
pencegahan penyalahgunaan narkoba, tes urine dilakukan dengan berbagai 
instansi baik pemerintahan dan non pemerintahan. 
Berikut  data laporan pelaksanaan tes urine BNNK Mandailing Natal 
pada tahun 2018 dan tahun 2019: 
Tabel  
Data Tes Urine BNNK Mandailing Natal Tahun 2017/2018 
 
No TANGGAL SASARAN JUMLAH POSITIF 
1 8 Sep – 2017 Kemenag Mandailing Natal 47 1 
2 16 Sep- 2017 Kemenag Mandailing Natal 30 1 
3 14 Okt- 2017 Rutan Kotanopan 46 - 
4 23 Okt- 2017 Sub Den POM 1/ 2-7 Kab. 
Madina 
22 1 
5 11 Des- 2017 PT. Tri Bahtera Srikandi 
PKS Patiluban 
123 - 
6 12 Des- 2017 PT. Tri Bahtera Srikandi 
PKS Tandikek 
192 7 
7 23 Jan- 2018 PT ANJ Agri Binanga 90 2 
8 24 Jan- 2018 PT ANJ Agri Siais 83 - 
9 25 Feb- 2018 Polres Madina 2 2 
10 17 Mar- 2018 Lapas Kelas II B 
Panyabungan 
30 3 






11 20 Mar- 2018 Pengemudi Arus Mudik 50 3 
12 2 April- 2018 SMK N 3 Siabu 50 - 
13 5 May- 2018 
Pengunjung Hotel dan 
Tempat Hiburan 
19 4 
14 15 May- 2018 PN Mandailing Natal 30 1 
15 28 Jun- 2018 SMA N 1 Panyabungan 50 4 
16 2 Jul- 2018 
Kepala SKPD Mandailing 
Natal 
37 3 
17 27 Agus-2018 SMP N 1 Hutabargot 22 2 
18 30 Sep-2018 PA Panyabungan 24 - 
19 12 Okt-2018 Dinas Perhubungan 31 2 
20 21 Des- 2018 
Pengemudi Menyambut 
Natal dan Tahun Baru 
30 2 




JUMLAH 1008 43 
 Sumber: Data BNNK Mandailing Natal Tahun 2017/2018. 
  
Selanjutnya data tes urine BNNK Mandailing Natal pada tahun 2019 
sebagai berikut: 
 
 Table  
Data Tes Urine BNNK Mandailing Natal Tahun 2019 
 
No TANGGAL SASARAN JUMLAH POSITIF 
1 10 Feb-2019 Rutan Koramil Koanopan 55 - 




3 28 Mar-2019 Personil Polres Madina 34 11 
4 29 Mar-2019 Forkopimda Madina 4 - 
5 30 Mar 2019 
Jajaran TNI AD/ Koramil 
se kab Madina 
100 1 
6 4 Apr- 2019 Personil Polres Madina 24 1 
7 4 Apr- 2019 
TNI AD Ranting 3 Kipan B 
Cab XL VII Onif 123/RW 
87 - 
8 13 Apr-2019 
Personil kejaksaan N 
Panyabungan 
30 - 
9 28 Apr-2019 Pelajar SMA N 1 Siabu 43 5 
10 24 Jun-2019 Sopir Angkutan Lebaran 70 4 
11 4 Agus-2019 SMA N 1 Natal 20 - 
12 5 Agus-2019 
Man Sip. Gambir, MAN N 
1 Linggabayu, MTSN Sip. 
Gambir 
21 2 
13 8 Okt- 2019 Pekerja PT ALM 100 22 
14 13 Okt-2019 
Siswa SMK Mitra Mandiri 
Pyb 
41 4 
15 2 Des-2019 




JUMLAH 675 50 
Sumber: Data BNNK Mandailing Natal Tahun 2019. 
 
2. Penegakan Hukum 
Yang menjadi ujung tombak dari penegakan hukum bagi 
penyalahguna narkoba adalah kasi pemberantasan. Berdasarkan 




Narkotika Nasional Kabupaten Mandailing Natal mempunyai tugas 
yang meliputi penyidikan, penindakan dengan cara upaya paksa 
(razia) dan upaya deteksi dini (tes urine) dan pengejaran dalam rangka 
memutus jaringan kejahatan terorganisir penyalahgunaan dan 
peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekusor dan bahan adiktif 
lainnya dalam wilayah Kabupaten Mandailing Natal. Adapun program 




a. Rapat koordinasi Satgas Prekursor BNN, BPOM, DISKES, Dir. 
Narkoba Kabupaten Mandailing Natal 
b. Melaksanakan penangkapan terhadap pelaku penyalahgunaan 
narkoba 
c. Melaksanakan penangkapan dan pemusnahan narkoba 
(khususnya kebun ganja) di kabupaten Mandailing Natal. 
Agus Darmanto menjelaskan untuk mencegah meningkatnya  
penyalahgunaan narkoba juga dilakukan dari sudut penindakan 
hukum bagi pelaku dan pengedar, khusunya penangkapan dan 
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pemusnahan ladang ganja yang merupakan sumber pemasok 
peredaran ganja di Mandailing Natal.
112
 
Agus Darmanto lebih lanjut menjelaskan bahwa penangkapan 
dan pemusnahan ladang ganja sangat diprioritaskan oleh BNNK 
Mandailing Natal, sebab keberadaan ladang ganja di Tor Sihite Kec. 
Payabungan Timur, Kota Nopan merupakan sumber utama ganja. Hal 
ini dilakukan untuk mengurangi pasokan narkoba di Mandiling Natal, 
dengan demikian ketersediaan barang akan semakin sedikit sehingga 
akan  berimbas kepada pengurangan pemakaian narkoba.  
Darmanto lebih lanjut menjelaskan selain mengurangi pasokan 
narkoba, pengurangan jumlah permintaan juga dilakukan dengan cara 
menindak para pelaku khusunya pengedar dan penyalah guna. Tes 
urine terus-menerus dilakukan untuk mendeteksi pemakai narkoba. 
Maka hasil dari tes urin ini akan dapat diketahui pemakai narkoba dan 
akan ditindak bagi pengedar dan direhabilitasi bagi para pecandu.
113
 
Berdasarkan data laporan pemusnahan ladang ganja yang 
dilakukan oleh BNNK Mandailing Natal, pada tahun 2017 BNNK 









Mandailing natal memusnahkan ladang ganja seluas 8,5 Ha dengan 
jumlah batang 85.000. Tahun 2018 6 Ha dengan jumlah batang 
60.000 dan tahun 2019 15 Ha dengan jumlah batang 150.000. Untuk 
lebih jelasnya mengenai laporan pemusnahan ladang ganja tersebut 
berikut penulis uraikan: 
  Tabel 
Data Pemusnahan Lahan Ganja 
Seksi Pemberantasan BNNK Mandailing Natal 
















































An. Zulkipli alias 
kipli 
Dihukum 8 














































Total  = 29,5 Ha/ 295.000 Batang 
Sumber: Data BNNK Mandailing Natal 
 
3. Terapi dan Rehablitasi 
Ujung tombak pelaksanaan pencegahan dari sisi rehabilitasi 
atau penyembuhan bagi pengguna atau pecandu narkoba adalah 
kasi rehabilitasi. Syamsul Arifin menjelaskan bahwa bidang 
rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Mandailing Natal 
mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis P4GN bidang 
rehabilitasi dalam wilayah Kabupaten agar terciptanya Indonesia 
bebas narkoba. Maka Badan Narkotika Nasional mengeluarkan 




Upaya yang dilakukan dalam merehabilitasi 
penyalahgunaan narkotika adalah yang dengan melakukan  
program  pembinaan  atau program preventif, dengan melakukan 
program pengobatan atau program kuratif. Kemudian upaya  
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pemulihan  kesehatan  jiwa  dan  raga  yang ditunjukkan kepada 
pemakai narkoba yang sudah menjalani program kuratif. 
Pengobatan terhadap pemakai narkoba sangat rumit dan 




Rehabilitasi  itu ada dua, ada rawat inap dan ada rawat 
jalan, jadi  kalau  masih  ada  tahap  coba-coba pakai belum 
ketergantungan kita rawat jalankan, maksimal selama 3 bulan, 
sebelumnya kita buat perjanjian pertemuan beberapa kali untuk 
kita konseling dan kalau rawat inap selama 3 bulan. Kemudian 
upaya dalam merehabilitasi pasien kita lakukan pembinaan dan 
menasehati si pemakai agar sadar bahwa penyalahgunaan itu 




Demikianlah implementasi tugas dan fungsi BNNK Mandailing Natal 
dalam melakukakan pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan 
masyarakat Mandailing Natal. Pencegahan penyalahgunaan narkoba 









dilakukan dengan melaksanakan program P4GN sesuai dengan bidang 
masing-masing jabatan struktural yang ada di BNNK Mandailing Natal. 
B. Faktor Pendukung Dan Penghambat BNNK Mandaling Natal 
Dalam Pelaksanaan Implemnatasi Tugas Dan Fungsinya 
 
1. Faktor Pendukung 
Suatu kebijakan baik itu kebijakan pemerintah pusat maupun 
daerah memerlukan dukungan dari berbagai pihak. Dukungan 
diperlukan baik dari lingkungan internal lembaga maupun luar lembaga. 
Kebijakan tidak dapat dilaksanakan kalau tidak mendapatkan dukungan. 
Kebijakan P4GN yang dipelopori BNNK Mandailing Natal mendapat 
dukungan dari berbagai pihak, mulai dari lembaga atau instansi di 
pemerintah pusat dan daerah, organisasi masyarakat, maaupun institusi 
pendidikan. 
Faktor dari dalam, secara sumberdaya manusia yang berada 
didalam lembaga BNNK Mandailing Natal memiliki kemauan dan 
kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan BNNK. Selain itu semua 








Dari luar lembaga, BNNK Mandailing Natal mendapatkan 
dukungan dari Pemerintah daerah Mandailing Natal dengan adanya 
Peraturan Bupati Mandailing Natal No 66 Tahun 2016 tentang satuan 
tugas pemberantasan, pencegahandan peredaran gelap narkotika di 
Kabupaten Mandailing Natal. Selain itu adanya kerjasama yang terjalin 




2. Faktor Penghambat 
Setiap pelaksanaan kebijakan, tugas dan fungsi selalu mengalami 
berbagai faktor, baik faktor pendukung maupun faktor penghambat. 
Demikian juga dengan BNNK Mandailing Natal dalam 
mengimplemntasikan tugas dan fungsinya melakukan pencegahan 
penyalahgunaan narkoba di kalangan masyarakat. Kendala BNNK 
Mandailing Natal dalam mencegah penyalahgunaan narkoba  
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dikalangan masyarakat Mandailing Natal adalah kurang peran serta 
masyarakat.
119
 Hal ini diungkapkan oleh Ramlan. 
Ramlan menjelskan bahwa masyarakat Mandailing Natal masih 
banyak yang kurang peduli dan kurang kesadaran untuk turut serta 
mencegah penyalahgunaan narkoba, karena merasa segan, malu 
keluarganya atau tetangganya  tersangkut paut dengan narkoba sehingga 
mereka tidak mau melaporkannya ke BNNK.
120
 
Ramlan lebih lanjut menjelaskan bahwa selain rasa malu, 
masyarakat dihantui oleh rasa takut yang bersangatan, sehingga mereka 
tidak mau melaporkan adanya peredaran narkoba misalnya di desanya 




Hal serupa juga disampaikan oleh Anisahnur kasubbag umum 
BNNK Mandailing Natal. Menurut Anisah ada beberapa kendala yang 
dihadapi oleh BNNK dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di 
kalangan masyarakat, kendala-kendala tersebut ada yang bersal dari 
                                               
119
 Ramlan, Kepala BNNK mandailing Natal, wawancara pribadi, September 2019. 
 
120
 Ibid.,  
 
121




dalam BNNK dan ada yang dari luar. Dari dalam BNNK kendalanya 
adalah keterbatasan SDM dan  keterbatasan anggaran.  
Keterbatasan SDM tidak hanya pada aspekakuantitas, namun juga 
pada aspek kualitas, jika merujuk pada struktur organisasi BNNk 
Mandailing Natal sebagaimana di uraiakan pada bab sebelumnya dapat 
terlihat bahwa SDM yng ada kurang memadai dari segi latar pendidikan, 
terdapat SDM di BNN Madina dengan kualifikasi pendidikan 2 orang 
Sarjana sosial, 2 orang Sarjana Ekonomi dan 1 orang sarjana 
Pendidikan, hanya dua orang yang memeiliki kualifikasi sarjana hukum. 
Dengan kondisi demikian sangat wajar apabilaa kemmpuan SDM 
yang ada sangat terbatas dari segi kualitas dan ditambah lagi kurangnya 
SDM dari segi kuantitas. 
 Sedangkan dari luar kurangnya peran serta masyarakat dalam 
pencegahan penyalahgunaan narkoba, masyarakat masih malu dan 
takut jika keluarganya, tetangganya dan orang di desa tersangkut 




memakai narkoba atau menjual narkoba tidak mau melapor ke BNNK 
dengan alasan takut dan malu jika anaknya dipenjara.
122
 
Faridah juga menjelaskan bahwa faktor kurangnya peran serta 
masyarakat menjadi kendala bagi BNNK untuk menangkap pengguna 
narkoba, untuk keluarga  ada  yang  takut anaknya ditangkap, padahal 
sebenarnya kalau ditangkap bukan berarti dipenjara, tetapi ada 
kemungkinan bisa direhabilitas dan rawat jalan, ini membuat BNNK 
Mandailing Natal terkendala dalam menindak pengguna narkoba  karena 
dari pihak keluarga tidak mau kerja sama dengan pihak BNNK.
123
 
Kemudian kendala BNNK Mandailing Natal dalam mencegah 
penyalahgunaan narkoba di kalangan masyarakat, adalah masyarakat 
masih awam mengenai hukum-hukum bagi penyalahgunaan dan 
pengedar narkoba, sebagian masyarakat masih binggung dengan 
peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2009 tentang penyalahgunaan 
narkoba. Kurangnya sumber daya manusia, kurangnya biaya, kurangnya 
subsidi dari pemerintah, kemudian kurangnya program rehabilitas, 
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karena tidak setiap tahun program rehabilitas dibentuk, kalau program 
rehabilitas belum selesai pengguna narkoba yang direhabilitas tidak ada 
tempat lagi, dan kalau ditangkap oleh  polisi, tidak semua polisi tau jalur 
mana yang harus ditempuh, seharusnya ada proses hukum yang 
terpadu, dari pihak medis dan pihak hukum bersama-sama mengambil 
kesimpulan apa yang harus dilakukan, bagi pengguna akan direhabilitasi, 
sedangkan bagi pengedarnya akan diberikan hukum pidana dan 
direhabilitasi, rehabilitasi itu dipotong dengan masa tahanan. Tidak 
semua pemakai narkoba mau mengakui, walaupun sudah terbukti 
bersalah masih saja mengelak dan tidak mau mengakui perbuatanya, 




Partisipasi dari masyarakat dalam penanggulangan 
penyalahgunaan narkotika di Mandailing Natal masih sedikit, karena 
masih ada sebagian dari masyarakat tidak mau peduli ataupun malu 
untuk melaporkan pihak keluarganya yang mamakai narkoba kepada 
pihak BNNK. 
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Selanjutnya kendala dari segi sarana dan prasarana dalam 
penanggulangan penyalahgunaan narkotika di Mandailing Natal, 
kurangnya personil dilapangan, alokasi dana dalam pelaksanaan  
penanggulangan yang minim terutama dalam upaya penyuluhan, 
sosialisasi dan upaya-upaya lainnya yang mendukung terlaksananya 
upaya pencegahan dan penanggulangan tersebut.  Kemudian kurangnya 




Ramlan lebih lanjut menjelaskan, meskipun BNNK mengalami 
sejumlah kendala, BNNK tetap melakukan upaya untuk mencegah 
penyalahgunaan narkoba di Mandailing Natal sesuai dengan misi kita 
menekan angka prevalensi di bawah 3% dengan cara selalu  
memberikan  edukasi  pengetahuan  bagi seluruh masyarakat Mandailing 
Natal tentang bahaya narkotika, baik penyuluhan disekolah, baik 
informasi dijalan-jalan, seperti spanduk,  jadi  masyarakat  itu tau tentang 
bahayanya narkoba. Kemudian memberikan informasi kepada 
masyarakat agar masyarakat sadar akan bahaya narkoba, karena 






narkoba bisa merusak psikologi sipemakainya, bangsa dan negara, 
kemudia juga merusak lingkungan.
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Selain itu ungkap Ramlan, penyuluhan kesekolah-sekolah, dalam 
sebulan sekali  kita melakukan test urine dan memberikan pengetahuan 




C. Analisa Startegi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Di 
Mandailing Natal 
 BNNK sebagai lembaga yang di kedepankan dalam pencegahan 
penyalahgunaan narkoba di Indonesia khususnya di Kabupaten Mandailing 
Natal, sebagaimana di tetapkan dalam Undang-undang No.35 Tahun 2009 
dan Perpres No.23 Tahun 2010 tentang kelembagaan BNN kini terus 
berkiprah mengembangkan kinerjanya. Ancaman narkoba di Indonesia 
semakin meningkat dan mengarah kepada generasi muda terdidik. Bahkan 
kini mulai merambah kepada keterlibatan aparat negara. Negeri ini kini 
bukan lagi sebagai wilayah transit, tetapi sasaran pemasaran, dan bahkan 
tempat produksi narkoba oleh jaringan sindikat internasional. Apabila 









penyalagunaan narkoba terus merajalela tak terbendung lagi, maka ancaman 
semakin mendekat. 
Berkembangnya kasus kejahatan narkoba akan menjadi hambatan 
serius terhadap pembangunan peradaban bangsa. Menghadapi bahaya 
narkoba maka mutlak membutuhkan strategi yang efektif. 
BNNK sebagai lembaga pemerintah non kementerian (LPNK) yang 
mempunyai tugas dan fungsi melakukan upaya-upaya pencegahan, 
pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba (P4GN) 
dalam rangka meminimalisasikan permasalahan narkoba. BNNK Mandailing 
Natal telah memerankan sebagai subyek, melalui metode P4GN dengan 
sasaran pemberdayaan masyarakat. Memerlukan langkah strategis dengan 
menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk berperanserta aktif.
128
 
Sebelum menentukan langkah strategis dalam rangka pemberantasan 
narkoba ilegal, perlu dilakukan analisis. Salah satu pendekatan analisis yang 
digunakan oleh BNNK Mandailing Natal sebenarnya mengacu kepada BNN 
pusat, pendekatan analisis yang digunakan adalah analisis SWOT (strength, 
(kekuatan), weakness (kelemahan), opportunity (peluang), andtreath 
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Memberdayakan masyarakat dalam mengikis peredaran gelap 
narkoba dilakukan oleh BNNK Mandailing Natal melalui pendekatan hukum 
penawaran dan permintaan. Implementasinya melalui suply reduction and 
demand reduction. Data yang diungkap oleh BNNK di atas mengindikasikan 
bahwa jumlah pengguna narkoba di Kabupaten Mandailing Natal menjadi 
lahan subur bagi sindikat kejahatan narkoba khususnya jenis ganja. 
Tak mengherankan jika bisnis ini sangat menggiurkan bagi pelakunya. 
Dalam kenyataanya penyalahguna narkoba sangat sulit diidentifikasi, sebab 
para pengguna narkoba cendrung menutup diri dan merahasiakan, data 
yang dapat diungkap hanya dari data ungkap kasus dan laporan 
masyarakat., selebihnya para penyalahguna narkoba tidak dapat 
diidentifikasi seluruhnya, biasa saja dari data yang terungkap ada 10 x lipat 
jumlah yang tidak teridentifikasi. 
Strategi yang dijalankan BNNK Mandailing Natal dalam melakukan 
pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan masyarakat dapat dilihat 







1. Supply reduction (pemberantasan jaringan). Pemberantasan 
narkoba melalui pengurangan suplai (supply reduction). Hal ini 
dilakukan oleh BNNK Mandailing natal khusunya kasi 
Pemberantasan dengan cara penindakan, penangkapan dan 
pemusnahan ladang ganja sebagai salah satu sumber peredaran 
narkoba di Mandailing Natal. Selanjutnya upaya pengurangan 
permintaan adalah melalui program pencegahan dan rehabilitasi 
pecandu narkoba. Sedangkan upaya pengurangan suplai adalah 
melalui program pemberdayaan masyarakat agar meninggalkan 
usaha di bidang narkoba, serta program pemberantasan 
penyelundupan dan perdagangan narkoba. 
2. Demand reduction (pengurangan permintaan). Dengan 
melakukan tindakan preventif melalui penyusunan perencanaan 
pembangunan. Membangun sumber daya pemerintah yang 
mempunyai stategic vision sesuai dengan perubahan dan 
perkembangan masyarakat, membangun koordinasi yang efektif 




untuk memperoleh pilihan terbaik, membangun transparansi 
dalam setiap penyusunan dokumen perencanaan sehingga dapat 
diakses oleh setiap yang membutuhkan. 
Selanjutnya menurut penulis, BNNK Mandailing Natal perlu 
melakukan berbagai strategi untuk mencegah penyalahgunaan narkoba di 
kalangan masyarakat Mandailing Natal. Strategi yang dapat dilakukan adalah 
mejalin kerjasama yang sebanyak-banyaknya dengan berbagai LSM yang 
ada di Mandailing Natal seperti DPC GRANAT MADINA (dewan Pimpinan 
Cabang Gerakan Anti Narkoba Mandailing Natal), PMPR MADINA (Pemuda 
Mandiri Peduli Rakyat), LIRA (Lumbung Informasi Rakyat), PENJARA 
(Pemanatau Jaringan Aparatur Negara), JPKP (Jaringan Pendamping 
Kebijakan Publik). Meskipun LSM dalam bidang narkoba terbatas di 
Mandailing Natal, akan tetapi LSM-LSM tersebut bisa diajak dan dilakakukan 
kerjasama dengan mereka untuk melakukan pencegahan bahaya narkoba. 
Selain dengan LSM, kerjasama pencegahan bahaya penyalahgunaan 
narkoba juga dapat dilakukan dengan berbagai organisasi kemahasiswaan 
yang ada, seperti KOMPAK MADINA (Koalisi Mahasiswa Pergerakan 




dalam kerjasama tersebut ada potensi dalam menentukan sasaran dan 
pencegahan, antara lain: 
a) Menentukan luasan dan tingkatan permasalahan penyalahgunaan 
narkoba di Mandailing Natal. 
b) Pengaturan sistem pengumpulan dan evaluasi data yang 
komprehesif. 
c) Pencegahan melalui pendidikan. 
d) Pencegahan penyalahgunaan narkoba di tempat kerja. 
Dampak penyalahgunaan narkoba di tempat kerja adalah 
menurunnya produktivitas kerja, kehilangan pegawai yang baik, 
kecelakaan di tempat kerja, merugikan negara atau perusahaan maka 
perencanaan dan langkah-langkah penanggulangan penyalahgunaan 
terkait dengan pekerjaan dan perlu dimasukkan faktor pencegahan 
sebagai bagian penting. 
Selanjutnya adalah penggalangan masyarakat agar berperanserta aktif 
dilakukan guna mendukung Indonesia untuk bersih dari peredaran gelap 
narkoba. Hal ini tentunya sangat relevan dengan visi pembangunan 




tersebut tidak akan dapat tercapai apabila permasalaahan narkoba di 
Mandailing Natal tidak dapat teratasi dengan baik, maka untuk itu BNNK 
Mandailing Natal dan pemerintah mesti mengajak dan mendorong 
masyarakat utuk berperan aktif dalam pencegahan narkoba. 
Pada dasarnya mengajak masyarakat Mandailing Natal untuk 
berperan aktif dalam pencegahan narkoba dapat dilakukan dengan 
melakukan kerjasama antara pemerintah, BNNK dengan organisasi sosial 
kemasyarakatan yaitu parkahanggian. Tidak dapat dipungkiri bahwa seluruh 
masyarakat Mandailing Natal diikat oleh suatu organisasi yang disebut 
parkahanggian, pemerintah dan BNNK dapat memanfaatkan organisasi 
sosial kemasyarakatan ini, sebab pada faktanya masyarakat Mandailing Natal 
hingga saat ini masih sangat menjunjung tinggi kedudukan malim kampung 
dan hatobangon (tokoh adat). 
Malim kampung dan hatobangon (tokoh adat) adalah orang yang 
didengar kata-katanya, dimintai petuah dan nasehatnya dan dijadikan 
teladan dalam masyarakat, sehingga apabila pencegahan penyalahgunaan 
narkoba dilakukan melalui jalur ini maka akan sangat mungkin 




Natal dalam menekan angka prevalensi di bawah 3% di Mandailing Natal 
dapat terwujud. 
Menurut data yang penulis peroleh dari kantor BNNK Mandailing 
Natal sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa jumlah kasus narkoba yang 
terungkap dari tahun 2018 sampai 2019 cenderung mengalami peningkatan, 
maka untuk itu program pencegahan penyalahgunaan narkoba di 
Mandailing Natal harus dilakukan dengan konfrehensif. 
Berbagai langkah praktis yang mendukung strategi di maksud adalah: 
Pertama, peningkatan propesionalisme dan pencegahan sumber daya 
manusia dibidang pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap 
narkoba, memiliki  perilaku terpuji dan mampu memberikan teladan dalam 
kepatuhan hukum. Pencegahan, kegiatan ini sangat terkait dengan 
pemberantasan terhadap penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap  narkoba.  
Maka di perlukan upaya preventive-educative dan melibatkan berbagai 
institusi terkait, baik pemerintah, masyarakat, kampus atat sekolah maupun 
keluarga. 
Kedua, melakukan penyuluhan dan sosialisasi dengan bekerja sama 




Mandailing Natal. Sosialisasi, dilakukan secar terprogram  dan konsisten 
guna membangun image masyarakat bahwa penyalahgunaan dan peredaran  
gelap narkoba bukan hanya masalah pemerintah namun merupakan 
masalah yang harus di tanggulangi bersama, dengan melibatkan seluruh 
komponen masyarakat.  
Ketiga, meningkatkan peran serta masyarakat. Dalam kurun waktu 
selama hampir delapan tahun  BNNK  berkiprah, telah mengindikasikan 
bahwa tanpa peran serta aktif masyarakat pendekatan P4GN kurang efektif. 
Sudah saatnya  meningkatkan peranserta masyarakat  guna  berperan  
sebagai  subyek bukan lagi obyek.  
Kempat, pembangunan aspek komunikasi, informasi, dan edukasi. 
Berbagai hal terkait dengan pencegahan, pemberantasan, dan peredaran 
gelap narkoba perlu dikomunikasikan dan diinformasikan dengan cara-cara 
yang edukatif, melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan serta 
pendampingan.  
Kelima, pengawasan dan pengendalian. Kegiatan ini mencakup 




Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dan  
peredaran gelap narkoba oleh sindikat narkoba di Mandailing Natal.  
D. Analisa Implemntasi Kewenangan BNNK Mandailing Natal 
Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Ditinjau Dari 
Politik Islam 
Salah satu pentingnya dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 
pandangan fiqih siyasah terhadap impelemntasi kewenangan BNNK 
Mandailing Natal dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan 
masyarakat Mandailing Natal. 
Penelitian terhadap impelemntasi tugas dan fungsi BNNK Mandailing 
Natal dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan masyarakat ini 
cukup mempunyai arti penting dalam upaya mengatasi dan menanggulangi 
narkoba dikalangan masyarakat. Mengetahui dan memahami strategi 
pencegahan tersebut, ikut menentukan metode yang tepat untuk mengatasi 
penyalahgunaan narkoba. Sehingga usaha dan upaya pencegahan dan 
penanggulangan narkoba akan dapat berhasil dengan baik. 
 Dengan mengetahui tugas dan fungsi BNNK Mandailing Natal dalam 
menindak kasus narkoba, dapat pula mengetahui upaya-upaya apa saja 




semakin meningkat di Mandailing Natal. Maka dari itu profesionalisme dan 
kebijakan harus ditegakkan bagi anggota BNNK Mandailing Natal 
sebagaimana dalam sebuah kaidah fiqhiyah di bidang politik atau siyasah 
menyatakan: 
َ َ  ِىَتَ  هَّنُ ى ْلِ َم اِى ْل  130ىَ َ  ى ا هَّنِ  هَّنِ ىَمنَفوْلٌ ىِ  اْلَ 
Artinya: Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada 
kemashlahatan. 
 
Setiap kebijakan yang mashlahat dan memberi manfaat bagi rakyat 
maka itulah yang harus direncanakan, dilaksanakan, diorganisasikan, dan 
dinilai atau dievaluasikan kemajuannya. Sebaliknya, kebijakan yang 




Definisi mengenai narkoba dalam Alqur‟an tidak ada, karena 
memang Alqur‟an itu bukan Kitab yang mengatur secara detail satu persatu. 
Tapi persoalan narkoba dapat didekati melalui pendekatan qiyas, yakni satu 
kasus yang tidak ada nashnya dalam Alqur‟an dicarikan padanyan kasusnya 
yang ada nashnya dalam Alqur‟an. Hal itu dilakukan dengan melihat ‘illat 
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(motivasi hukum) yang sama, yakni sama-sama membahayakan. Narkoba 
bisa digolongkan dalam khamar, namun dampak negatif narkoba lebih 
daripada khamar. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 
195: 
ِس نَِي   خُى خ َ ُُيِبُّ ٱل ْْۚ إِوذ ٱَّللذ ٌُٓوا ِس حخ
َ
نَُكثِ َوأ يخِديُ هخ إََِل ٱتلذهخ
َ




Artinya: Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah 
kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat 
baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang 
berbuat baik. 
 
Islam memberikan solusi terhadap penyalahgunaan narkoba secara 
sangat luas dan komprehensif. Baik hukum penyalahgunaan narkoba untuk 
pengobatan, serta ketetapan pidana yang terkait dengan narkoba. Baik 
produsen narkoba, distributor atau penyalur, pemakai, kurir, penjual, 
pemesan, pembayaran maupun pemakai hasil penjualan. 
Islam mengatur hal ini secara tegas. Pemakai narkoba dicambuk 40-
80 kali cambukan. Kalau sudah empat kali kasus, maka yang ke-empat 








Narkoba sebagai kejahatan dan ancaman bagi seluruh lapisan 
masyarakat bahkan negara, hendaklah ditangani dengan baik dan benar, 
pemerintah dan BNN harus melakukan upaya mencegah dan memberantas 
nakroba, sebab menghilangkan mafsadat dan keburukan bagi masyarakat 
merupakan kewajiban pemimpin. Hal inilah yang menjadi inti dari siyasah 
syar’iyah. 
istilah siyasah syar’iyah yang merupakan pengaturan kebijakan politik 
untuk kepentingan ummat manusia pada umumnya dan Negara pada 
khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh 
pemegang kekuasaan yang sejalan dengan ajaran Islam guna mewujudkan 
kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai 
kemudaratan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa, dan bernegara. Yang secara substansi dapat disimpulkan bahwa 
segala aturan dan kebijakan politik haruslah bertujuan kemaslahatan. 
ِ ُ وُى ِ ىِ َ ىُ  ْل َ  َاُ ى اْلِ َ  ِاىَ َ  ىَ  ْل  َ ى الِّس
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Artinya: Memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kemaslahatan
133
 
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa siyasah syar’iyyah yaitu 
ketentuan kebijaksanaan pengurusan masalah kenegaraan yang berdasarkan 
syariat. Abdul Wahab Khallaf merumuskan siyasah syar’iyyah merupakan 
pengelolaan masalah-masalah umum bagi pemerintahan Islam yang 
menjammin terciptanya kemaslahatan dan terhindarnya kemudharatan dari 
masyarakat Islam, dengan tidak bertentangan dengan keputusan syariat Islam 
dan prinsip-prinsipnya yang umum.
134
 
Yang dimaksudkan dengan masalah umum dalam kajian politik Islam 
adalah segala hal yang membutuhkan pengaturan dalam kehidupan, baik 
dibidang perundang-undangan, keuangan, peradilan, eksekutif, masalah 
dalam negeri maupun hubungan internasional hingga kepada masalah yang 
mengancam dan membahayakan eksistensi kehidupan manusia seperti 
permasalahan narkoba. Tidak dapat dipungkuri bahwa narkoba merupakan 
bahaya dan ancaman bagi masyarakat dan ketahanan nasional. 
Maka berdasarkan uraian di atas, pengaturan tentang tugas dan fungsi 
BNNK dalam mencegah penyalahgunaan narkoba sudah sesuai dengan 
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politik Islam meskipun tugas dan fungsi tersebut belum dapat dilaksanakan 
dengan sepenuhnya. 
Jika demikian, maka menjalin kerjasama dengan masyarakat luas 
merupakan keniscayaan bagi pemerintah dan BNNK, sebab tanpa persatuan 
dan kersatuan permasalahan narkoba tidak akan dapat teratasi dengan baik. 
Dalam kaitannya dengan hal ini Islam telah menggariskan sebuah startegi 
untuk melakukan hal yang baik sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur’an 
surah al- Maidah (5):2 sebagai berikut: 
َ َشِديُد  ٰۖ إِوذ ٱَّللذ َ َوَِٰوِۚ َوٱ ذُقواْ ٱَّللذ ثخِه َوٱمخُ دخ ِ
ٰۖ َوََل َ َ اَوًُواْ لََعَ ٱۡلخ َوىَٰ ِ َوٱتلذقخ ِبّ
َوَ َ اَوًُواْ لََعَ ٱمخ
 .ٱمخ َِقاِب 
Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan 
takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 
pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya 
Allah amat berat siksa-Nya. 
 
Dari ayat diatas menjelaskan agar kita saling tolong menolong dalam 
kebajikan dan tidak tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. 
Bekerjasama dengan masyarakat dalam menanggulangi narkoba ini akan 
mempermudah aparat BNNK menindaklanjuti penyalahgunaan narkoba. Hal 




untuk mewujudkan lingkungan dari bebas narkoba, sedangkan masyarakat 
membantu aparat BNNK dalam melaksanakan tugasnya untuk 
menanggulangi narkoba. Hal inilah merupakan salah satu perinsip dari 
siyasah  Islam dimana pemimpin melaksanakan kewajibannya dalam 
mengatur urusan ummat dan ummat wajib loyal (patuh dan mendukung) 
segala kebijakan pemimpin. 
Dalam kajian politik Islam, dikenal istilah kontrak sosial antara 
pemimpin dan rakyat. Kontarak sosial tersebut merupakan  penyeimbang dari 
beban tanggung jawab dan kewajiban yang harus dipikul oleh pemimpin, 
maka Islam memberikan arahan yang sangat proporsional, ada hak yang juga 
harus diterima oleh pemimpin, yang merupakan kewajiban ummat yang 
dipimpinnya. Hal ini tentunya  sangat wajar dan manusiawi, jika pemimpin 
menginginkan orang yang dipimpinnya memiliki loyalitas yang tinggi 
terhadap dirinya. Posisi yang diterimanya mempunyai konsekwensi bahwa ia 
mempunyai hak untuk didengar, dipatuhi oleh yang dipimpinnya.  
Imam al-Mawardi dalam karyanya menjelaskan bahwa pemimpin 





،ىَ َ َجَبىَاُوى ى ا هَّنِوىتَفَ  ََلىِ  َ  ىَِلُمْلىَ َ َ  ْلِ مْل ى َدهَّنىىَحقهَّن ُمهَّنِ ،ى َفَ  ْل ىُحُ وِقى ْلْل َم ُاىِ َ ىذََ  ْلنَ ُهىِم ْل َ ِإَذ ىَق َاى  ْلِ
ىَح ُاوُى:ىَ َ  ْلِ مْلىَح هَّن نِى . ا هَّن َ ُ ىَ انُّل ْل َُةىَم ى ْلى َفتَفَ  َفهَّن ْل
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Artinya: Apabila pemimpin telah melakukan kewajibannya sebagai pemimpin 
terhadap rakyat dan kewajibannya terhadap Allah,  maka pemimpin 
berhak mendapat dua perkara dari rakyatnya yaitu wajib untuk 
rakyat mentaati dan mendudkung kebijakannya selama pemimpin itu 
tidak berubah. 
Pernyataan imam al-Mawardi di atas dengan jelas mengisyaratkan 
bahwa rakyat wajib mematuhi pemimpin dan mendukung kebijakan 
pemimpin. Selanjutnya ada hal yang menarik dari gagasan ketatanegaraan 
Mawardi adalah  hubungan antara  pemimpin dan rakyat merupakan 
hubungan antara dua pihak peserta kontrak sosial atau perjanjian atas dasar 
sukarela, satu kontrak atau persetujuan yang melahirkan kewajiban dan hak 
bagi kedua belah pihak atas dasar timbal balik. Oleh karenanya maka imam 
atau pemimpin, selain berhak untuk ditaati oleh rakyat dan untuk menuntut 
loyalitas penuh dari mereka, ia sebaliknya mempunyai kewajiban-kewajiban 
yang harus dipenuhi terhadap rakyatnya, seperti memberikan perlindungan 
kepada mereka dan mengelola kepentingan mereka dengan baik dan penuh 
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rasa tanggung jawab serta menjauhkan rakyat dari segala bahaya dan 
ancaman salah satunya adalah permasalaahan narkoba.   
Menurut al-Mawardi apabila pemimpin telah melaksanakan 
kewajiban-kewajiban kepada umat, berarti ia telah menunaikan hak Allah 
berkenaan dengan hak dan tanggung jawab mengurusi ummat, maka saat itu 
otomatis pemimpin mempunyai dua macam hak terhadap ummat, yaitu hak 
untuk ditaati dan hak dibela selama imam tidak menyimpang dari garis yang 
telah ditetapkan. Sumber kekuasaan pemimpin adalah berdasarkan 
perjanjian antara pemimpin dengan rakyatnya (kontrak sosial). Dari 
perjanjian itu lahirlah hak dan kewajiban secara timbal balik antara kedua 
belah pihak. 
Sesuai dengan pernyataan al-Mawardi di atas terlihat bahwa dalam 
Islam tidak menganggap kekuasaan kepala negara sebagai sesuatu yang suci, 
namun juga menekankan kepatuhan terhadap pemimpin yang telah dipilih.
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Lebih lanjut al-Mawardi menjelaskan: 
َن  ُ ى اْلُ َتَ مِّسُ  َنىَ َ  َفْل َئِ هَّن ِ ىِ  َن ،ىَ ُىُمى ْلْل َمْل َن ىطَ َ َ ى ُ ِلى ْلْل ىَ ِبى.ى َفَفَ َضىَ َ  َفْل َ َرَ ىىِىَ  ُاى ْلُ ىُ  ْلَ َةىَ  ْل
َ َفْل ََةى َنهَّنىَرُاوَاى ا هَّنِوىَ  هَّن ى ا هَّنُوىَ َ  ْلِوىَ َا هَّنَمىَق اَى ىَ ِبىُى ى:ىَ  ِاٍ ىَ  ْل ى اْللَف ُّل َاَ ِ  ُكمْلى َف ْلِ  ىُ ََلٌة،ى َفَ ِ  ُكمْل
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،ى َلُنو ى َفَ ُكمْلىَ َِلُمْل ىَ حْل ،ىَ ِإنْل قهَّن ى اْلَف ِجُ ىِ ُفُجورِِه،ىَ  ْسْلَُ و ىَِلُمْلىَ َِط ُ و ىِفىُ  ِّسىَم ىَ َ َقى  َْل ِ ِبِّسِه،ىَ َِ  ُكمْل
ىَ َا ُ  ى َفَ ُكمْلىَ َ َ  ْلِ مْلى َ ِإنْل
ى137
Artinya: Wajib bagi kita (rakyat) mematuhi pemimpin, sebab meraka 
(pemimpin) telah mengatur urusan rakyat. Hisyam Ibnu Urwah 
meriwayatkan dari Abu Shalih dari Abu Hurairah: Akan ada kelak 
pemimpin-pemimpin kamu sesudahku. Di antara mereka ada yang 
baik dan memimpinmu dengan kebaikan. Tapi ada juga yang jahat 
dan memimpinmu dengan kejahatannya. Dengarkanlah dan 
patuhilah mereka sesuai dengan kebenaran. Jika mereka berbuat 
baik, maka kebaikannya untuk kamu dan untuk mereka. Tetapi 
kalau mereka berbuat jahat, maka (akibat baiknya) untuk kamu dan 
kejahatannya kembali kepada mereka.  
 
Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa strategi untuk 
mencapai sebuah tujuan adalah dengan persatuan, tolong menolong dan 
kerjasama anata pemimpin dan rakyat. Demikian jugalah dengan 
permasalahan pencegahan narkoba, BNNK merupakan perpanjangan 
tangan pemimpin untuk mengurusi permasalahan narkoba, maka untuk 
masyarakat memiliki kewajiban untuk taat dan mendukung program P4GN 
demi terciptanya kehidupan bermasyarakat yang baik, yang terhindar dari 
ancaman narkoba. 
Tugas dan fungsi BNNK dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba 
telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, meskipun belum optimal, 
pencegahan yang dilakukan oleh BNNK Mandailing Natal belum 
sepenuhnya bisa di atasi. 
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Pada bab ini penulis menguraikan kesimpulan sebagai jawaban dari 
rumusan masalah yang telah ditentukan, yaitu: 
1. Tugas dan fungsi BNNK Mandailing Natal dalam Pencegahan 
penyalahgunaan narkoba di kalangan masyarakat dilaksanakan 
dengan menjalankan program P4GN yang telah disusun berdasarkan 
bidang masing-masing. Bidang pencegahan melaksanakan 
pencegahan penyalahgunaan narkoba dengan cara sosialisasi bahaya 
narkoba kepada masyarakat dan tes urine, bidang pemberantasan 
melaksanakan pencegahan penyalahgunaan narkoba dengan cara 
penindakan, penangkapan dan penghangusan lahan ganja dan 
bidang rehabilitasi melaksanakan pencegahan dengan cara 
melakukan pengobatan (rehab) terhadap pecandu narkoba. 
2. Fator pendukung dalam implementasi tugas dan fungsi BNNK 





masyarakat adalah adanya kewenangan yang diberikan oleh 
peraturan perundang-undangan, adanya dukungan dari pemerintah 
daerah, terjalinnya kerjasama dengan berbagai instansi, tersedianya 
anggaraan dan sarana prasana dalam melakukan tugas dan 
fungsinya. Sedangkan faktor penghambat BNNK dalam 
mengimplementasikan tugas dan fungsinya adalah kurangnya peran 
serta masyarakat, terbatasnya SDM, dana dan sarana prasarana, 
sulitnya mendeteksi penyalahguna dan lahan ganja karena berada 
dilokasi yang sulit dijangkai serta tempatnya tidak diketahui. 
3. Tugas dan Fungsi Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) 
Mandailing Natal dalam Pencegahan penyalahgunaan narkotika di 
kalangan masyarakat menurut politik Islam  sudah sesuai, namun 
dalam implemnatsinya belum maksimal dan masih memerlukan 
banyak analisa dan evaluasi khususnya tentang startegi atau 











Bagaian akhir skripsi ini adalah saran dan rekomendasi sebagaai 
berikut: 
1. Kepada BNNK Mandailing Natal diharapkan untuk senantiasa 
meningkatkan upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di 
kalangan masyarakat Mandailing Natal, sehingga korban 
penyalahguna dan peredaran gelap narkoba di Mandailing Natal 
dapat ditekan angkanya sesuai dengan visi BNNK Mandailing Natal 
dengan angka prevalensi di bawah 3%. Selanjutya kepada BNNK juga 
diharapakan untuk menjalain kerjsama yang seluas-luasnya dengan 
masyarakat Mandailing Natal, khususnya kerjasama dengan seluruh 
organisasi kemasyarakatan (parkahanggian) yang disetiap desa se 
Kabupaten Mandailing Natal. 
2. Kepada Pemrintah Kabupaten Mandailing Natal diharapkan supaya 
berperan aktif mendukung dan membantu BNNK Mandailing Natal 
dalam melaksanakan pencegahan penyalahgunaan narkoba di 
kalangan masyarakat Mandailing Natal serta melaksanakan atau 




narkoba yang bersinergi dengan seluruh instansi pemerintah, LSM dan 
masyarakat. 
3. Kepada masyarakat khusunya masyarakata Mandailing Natal 
diharapkan tumbuh kesadaran dan peran aktif dalam membantu 
pemerintah dan BNNK Mandailing Natal dalam mencegah 
penyalahgunaan narkoba, kepada malim kampong dan Hatobangon 
(tokoh adat)  juga diharapkan memebrikan kebijakan, arahan, nasehat 
tentang permasalahan narkoba bahkan materi khutbah jumat perlu 
disampaikan permasalahan narkoba, sehingga masyarakat dapat 
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